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Jessica Felita Pramono

Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas
Jember

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sektor yang termasuk dalam
sektor potensial di Kabupaten Jember, mengetahui daya saing sektoral potensial
dalam perdagangan antar daerah di Kabupaten Jember dan mengetahui kebijakan
yang mendukung daya saing sektor potensial dalam perdagangan antar daerah di
Kabupaten Jember.

Metode analisis data yang digunakan adalah Dynamic Location Quotient
(DLQ) untuk mengetahui sektor mana di masa yang akan datang lebih memiliki
potensi lebih tinggi, Revealed Comparative Advantage (RCA) untuk mengetahui
tingkat daya saing, dan Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk menentukan
strategi atau kebijakan.

Hasil penelitian berdasarkan metode analisis DLQ terdapat empat sub sektor
di masa yang akan datang memiliki potensi, yaitu: sub sektor tanaman holtikultura,
tanaman perkebunan, jasa pertanian dan perburuan serta sub sektor pertambangan
dan penggalian. Berdasarkan metode analisis RCA komoditi di Kabupaten Jember
yang memiliki daya saing kuat adalah tembakau dengan nilai RCA 5,45.
Berdasarkan metode AHP alternatif yang memiliki nilai prioritas paling tinggi
adalah kebijkan kerja sama antar daerah dengan nilai 0,829516.

Kata Kunci: Subsektor, sektor basis, perdagangan antar daerah, kerja sama antar
daerah.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Jessica Felita Pramono

Department of Development Economics, Faculty of Economics and Business,
University of Jember

ABSTRACT

This study aims to determine the sectors included in the potential sector in
Jember Regency, to know potential sectoral competitiveness in inter-regional trade
in Jember Regency and to know policies that support the competitiveness of
potential sectors in inter-regional trade in Jember Regency.

The data analysis method used is Dynamic Location Quotient (DLQ) to find
out which sectors in the future have more potential, Revealed Comparative
Advantage (RCA) to determine the level of competitiveness, and Analytical
Hierarchy Process (AHP) to determine strategies or Policy.

The results of the study based on the DLQ analysis method have four
potential sub-sectors in the future, namely: horticulture crops sub-sector,
plantation crops, agricultural services and hunting and mining and quarrying sub-
sectors. Based on the RCA analysis method of commodities in Jember Regency
which has strong competitiveness is tobacco with an RCA value of 5.45. Based on
the alternative AHP method which has the highest priority value is the cooperation
policy between regions with a value of 0.829516.

Keywords: Subsector, base sector, trade between regions, cooperation between
regions.
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RINGKASAN

Analisis Sektor Potensial dan Daya Saing Tanaman Perkebunan di Kabupten
Jember; Jessica Felita Pramono; 150810101165; 2019: 120 halaman; Jurusan IImu
Ekonomi Studi Pembangunan Universitas Jember.

Pemerataan pertumbuhan ekonomi secara nasional perlu adanya
peningkatan pembangunan ekonomi daerah. Daerah memerlukan wewenang untuk
mengatur kepentingan masyarakat setempat yaitu wewenang otonomi daerah.
Otonomi daerah membantu pemerintah daerah dapat secara langsung membangun
kemitraan dengan publik dan swasta daerah yang bersangkutan dalam berbagai
bidang. Adanya otonomi daerah maka daerah dapat mengolah sumber daya alam
yang memiliki potensi untuk dikembangkan dan dialokasikan ke perdagangan antar
daerah. Pengalokasian sumber daya alam yang memiliki potensi tersebut maka akan
membantu sumber daya alam tersebut meningkatkan daya saingnya. Sumber daya
alam yang berpotensi tersebut bisa disebut dengan sektor basis yang merupakan
sektor penghasil pendapatan dari luar daerah. Peningkatan daya saing sektor basis
dalam perdagangan antar daerah akan membuat sektor lain di daerah tersebut juga
meningkat daya saingnya. Peningkatan daya saing sektoral dapat dibantu dengan

intervensi dari pemerintah berupa kebijakan.

Penelitian ini menggunakan tiga kebijakan yaitu kerja sama antar daerah
dalam UU No 24 Tahun 2014, penguatan fiskal dan moneter dalam UU No 38
Tahun 2007 dan pelayanan publik dalam UU No 50 Tahun 2007. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui sektor yang termasuk dalam sektor basis, mengetahui
tingkat daya saing dalam perdagangan antar daerah dan mengetahui kebijakan mana

yang membantu dalam peningkatan daya saing sektoral di Kabupaten Jember.

Untuk mengetahui sektor yang termasuk dalam sektor basis pertama
menggunakan analisis LQ dan menghitung nilai PDRB Kabupaten Jembe terhadap
Provinsi Jawa Timur sebagai daerah referensi. Setelah mengetahui sektor yang

termasuk dalam sektor basis, yaitu: sektor pertanian, kehutanan dan perikanan,

Xi
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sektor pertambangan dan penggalian, sektor informasi dan komunikasi, sektor
adminsitrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib, sektor pendidikan
dan sektor kesehatan dan kegiatan sosial maka menganalisis data sub sektor dari
sektor basis tersebut untuk menghitung sub sektor yang memiliki potensi di masa
yang akan datang.

Perhitungan menggunakan analisis DLQ didapat hasil bahwa sub sektor
tanaman holtikultura, tanaman perkebunan, jasa pertanian dan perburuan serta sub
sektor pertambangan dan penggalian memiliki potensi di masa yang akan datang.
Setelah mengetahui sub sektor basis tersebut selanjutnya menganalisis komoditi sub
sektor tanaman perkebunan untuk mengetahui tingkat daya saing di Kabupaten
Jember. Hasil perhitungan menggunkana anaisis RCA didapatkan hasil bahwa
tembakau merupakan komoditi yang memiliki tingkat daya saing tinggi di
Kabupaten Jember dengan nilai 5,45. Untuk membantu dalam peningkatan daya
saing sektoral di Kabupaten Jember maka membuat kuesioner dan memberikan
pada responden yang ahli di bidang ini, antara lain: Dinas Tanaman Pangan dan
Holtikultura, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah serta salah satu dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Jember. Kuesioner yang telah diberikan kepada responden selanjutnya
dihitung menggunakan analisis AHP. Ketiga alternatif pilihan yang ada kebijakan
kerja sama antar daerah memiliki nilai bobot tertinggi sehingga kebijakan kerja
sama antar daerah dapat membantu dalam peningkatan daya saing sektoral di

Kabupaten Jember.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman sumber daya
alam yang dapat dimanfaatkan bagi pemerataan pertumbuhan ekonomi.
Pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan output dari waktu ke waktu
yang menjadi indikator penting dalam pengukuran pembangunan di suatu
negara berhasil atau tidak (Todaro, 2011). Pemerataan pertumbuhan ekonomi
sangat penting sehingga akan berdampak pada pembangunan ekonomi daerah.
Pemerintah daerah perlu memiliki kewenangan sendiri untuk mengatur
urusannya. Wewenang pemerintah daerah tersebut diimplementasikan pada
pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah
otonom untuk mengatur dan mengurus segala kepentingan masyarakat
berdasarkan aspirasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Widjaja,
2011).

Otonomi merupakan penyerahan urusan dari pemerintah pusat ke daerah
untuk mencapai keefisienan dan kefektivitasan pelayanan masyarakat yang
bersifat secara operasional. Konsep pelaksanaan otonomi daerah adalah
memaksimalkan upaya pelaksanaan daerah yang ada di daerah tersebut.
Otonomi daerah memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah secara
langsung untuk membangun kerja sama dengan publik dan pihak swasta di
suatu daerah dalam berbagai bidang.

Otonomi daerah penting karena memberikan kebebasan bagi daerah dalam
mengatur urusan rumah tangganya yang diperkuat oleh hasil penelitian dari
Nadir (2013) yang menjelaskan bahwa otonomi daerah akan memberikan
kebebasan kepada daerah yang sesuai aspirasi rakyat. Uraian tersebut juga
diperkuat oleh Amin (2013) yang menyatakan dengan adanya otonomi daerah
akan membantu dalam pemanfaatan sumber daya nasional sehingga sumber
daya tersebut akan optimal dalam membantu berkontribusi bagi pertumbuhan

ekonomi dan pembangunan ekonomi.
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Otonomi daerah memiliki keterkaitan dengan desentralisasi. Desentralisasi
adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah untuk
mengurus segala urusan yang berkaitan dengan rumah tangga berdasarkan
aspirasi masyarkat itu sendiri. Adanya desentralisasi memunculkan otonom
bagi pemerintah daerah. Desentralisasi akan memberikan dampak positif bagi
pembangunan daerah tertinggal dalam suatu negara agar daerah dapat mandiri
dan otomatis dapat memajukan pembangunan nasional.

Desentralisasi dapat membantu dalam pengelolaan potensi ekonomi suatu
daerah dijelaskan oleh hasil penelitian Jauchar (2012) yang menyatakan bahwa
suatu daerah memerlukan upaya serius dari pemerintah yang berupa kebijakan
dalam rangka memaksimalkan potensi sumber daya alam. Kewenangan yang
diberikan pemerintah pusat ke daerah sangat penting bagi suatu daerah karena
apabila suatu daerah memiliki wewenang dalam mengatur urusan daearahnya
terutama mengatur sumber daya alam yang dimiliki akan membantu dalam
peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Penjelasan tersebut juga diperkuat
oleh Nurkin (2005) menjelaskan bahwa pelaksanaan desentralisasi memberikan
wewenang dalam aspek pendayagunaan sumberdaya alam yang tersedia di
berbagai wilayah melalui pengelolaan yang bertanggung jawab memelihara
kelestarian lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan.

Implikasi dari otonomi daerah diantaranya adalah melakukan perdagangan
antar daerah. Perdagangan antar daerah merupakan perdagangan yang
dilakukan masyarakat suatu daerah dengan masyarakat di daerah lain.
Perdagangan antar daerah bertujuan untuk saling menguntungkan antara kedua
belah pihak yang melakukan perdagangan dengan menjual sektor unggulan dari
daerah yang berkaitan.

Perdagangan antar daerah juga membantu meningkatkan potensi dan
sumber daya alam yang dimiliki daerah yang dijelaskan oleh Hajeri,
Yurisinthae dan Dolorosa (2015) bahwa sektor unggulan penting untuk
menentukan skala prioritas dalam pembangunan serta adanya pelaksanaan
otonomi daerah dengan pemberdayaan potensi daerah tersebut akan bisa

berjalan jika sektor unggulan daerah dapat dioptimalkan. Diana, Sulistiowati
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dan Hadi (2017) menjelaskan bahwa petumbuhan ekonomi berasal dari sumber
daya lokal baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang
memegang peranan yang sangat strategis bagi perekonomian. Diartho (2018)
menyatakan bahwa sektor ekonomi unggulan merupan sektor yang mempunyai
peran penting dalam pertumbuhan ekonomi wilayah dan kegiatan ekonomi
dalam meningkatkan investasi sektor unggulan tersebut.

Perdagangan antar daerah perlu didasari oleh teori perdagangan, yang
menjelaskan adanya dua keunggulan, yakni keunggulan absolut oleh Adam
Smith dan keunggulan komparatif oleh David Ricardo. Perdagangan oleh Adam
Smith didasarkan pada keunggulan absolut yang terjadi ketika satu negara atau
daerah memiliki produk komoditi | yang lebih efisien dari negara atau daerah
lain tetapi produk komoditi Il kurang efisien. Kedua negara atau daerah tersebut
akan mendapatkan keuntungan apabila saling memfokuskan pada produk
komoditi yang lebih memiliki keunggulan absolut dan menukarkan hasil produk
komoditi yang tidak memiliki keunggulan absolut. Perdagangan oleh David
Ricardo akan terjadi antara kedua belah pihak apabila kedua belah pihak
memiliki biaya yang relatif rendah atau kecil untuk masing-masing barang
sehingga memiliki harga jual yang rendah dan dapat diperjualkan ke negara atau
daerah lain.

Perdagangan penting untuk menggerakkan ekonomi daerah diperkuat oleh
hasil penelitian Satryana dan Karmini (2016) bahwa perdagangan merupakan
salah satu hal yang dapat dijadikan penggerak bagi pertumbuhan. Adanya
perdagangan yang mampu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi akan
memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah bahkan pembangunan
nasional. Kornita, Yusuf dan Mayes (2009) menjelaskan bahwa perdagangan
atau pemasaran merupakan ujung tombak dalam pengembangan sektor
perikanan di Kabupaten Bengkalis sehingga perdagangan suatu daerah dapat
meningkatkan daya saing sektor unggulannya baik di pasar lokal maupun
internasional sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pertumbuhan

ekonomi daerah tersebut.
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Adanya perdagangan antar daerah dapat mendorong terjadinya kerja sama
antar daerah yang dapat saling menguntungkan kedua belah pihak. Menurut
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 pengertian kerja sama
antar daerah adalah kesempatan yang dibuat secara tertulis dan memiliki hak
serta kewajiban antara gubernur dengan gubernur atau gubernur dengan
bupati/walikota atau antara bupati/walikota dengan bupati/walikota lain.

Kerja sama antar daerah penting dalam perdagangan karena dapat
membantu meningkatkan pembangunan ekonomi daaerah yang diperkuat
dengan jurnal Handayani (2015) yang mengatakan bahwa dengan adanya
kerjasama daerah dapat membantu dalam pembangunan daerah sehingga akan
meningkatkan pula kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sidoarjo dan
Kabupaten Pasuruan. Pentingnya kerja sama antar daerah adalah untuk
mencapai sinergi antar daerah dalam mengatasi kesenjangan antar wilayah
melalui perencanaan pembangunan daerah dan implementasi pengembangan
wilayah yang sinergis dan selaras. Wahyudi dan Sari (2011) menngatakan
dengan adanya kerja sama antar daerah akan membantu dalam menangani
wilayah perbatasan dalam rangka percepatan pembangunan dan peningkatan
pelayanan publik.

Pelaksanaan kerja sama antar daerah dalam perdagangan dapat dibantu
dengan intervensi kebijakan pemerintah. Kebijakan dapat menentukan daya
saing sektor potensial yang ada di suatu daerah. Kebijakan pemerintah tersebut
dapat berupa Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah. Undang-Undang
tersebut antara lain adalah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah Pasal 363, PP Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Kerja Sama Daerah Pasal 4, dan PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pasal 2 ayat 2.

Kebijakan pemerintah dapat membantu dalam meningkatkan daya saing
sektor potensial yang diperkuat dengan jurnal Yolamalinda, Utami dan Amaluis
(2016) yang menyatakan bahwa dengan adanya kebijakan dapat membantu

dalam meningkatkan daya saing produk lokal dan menambah pangsa pasar
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produk lokal. Nurasa dan Setiajie (2008) mengatakan bahwa kebijakan dapat
membantu dalam mengendalikan impor dengan membatasi importer hanya
menjadi importir produsen dan importir. Adanya pembatasan tersebut maka
masyarakat akan lebih banyak menggunakan produk lokal sehingga produk
tersebut dapat bersaing di pasar lokal maupun luar.

Salah satu daerah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah adalah
Kabupaten Jember. Kabupaten Jember memiliki beberapa sektor yang
berkontribusi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember.
Struktur ekonomi Kabupaten Jember didominasi oleh lapangan usaha pertanian,
kehutanan dan perikanan; industri pengolahan dan perdagangan besar dan
eceran, reparasi mobil dan motor. Sumbangan terbesar dari ketiga sektor
tersebut dihasilkan oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kabupaten
Jember memiliki luas lahan pertanian terbesar kedua setelah Kabupaten
Lamongan sebesar 86.1444 hektar (lihat Tabel 1.1). Luas lahan tersebut menjadi
salah satu faktor sektor pertanian sebagai salah satu sektor yang berkontribusi
paling besar di Kabupaten Jember.

Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan didominasi oleh subsektor
pertanian, perternakan, perburuan dan jasa pertanian yang diikuti oleh subsektor
perikanan dan subsektor kehutanan dan penebangan kayu. Sektor pertanian,
kehutanan dan perikanan memiliki beberapa subsektor yaitu tanaman bahan
makanan, tanaman perkebunan, pertenakan dan hasil-hasilnya, kehutanan dan
perikanan (BPS, 2014). Subsektor tersebut memiliki hasil komoditi yang
berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jember. Tanaman
perkebunan merupakan salah satu subsektor pertanian yang memiliki kontribusi
bagi pertumbuhan ekonomi. Salah satu hasil komoditi subsektor tanaman
perkebunan di Kabupaten Jember yang memiliki jumlah produksi dan ekspor
terbesar di antara daerah lain adalah tembakau (lihat Tabel 1,2)

Daerah yang memiliki sektor potensial akan dapat menunjang
perekonomian daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang ditunjang oleh
sektor potensial tersebut akan memiliki dampak positif bagi pembangunan

ekonomi. Sektor potensial tersebut perlu memiliki tingkat daya saing yang
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tinggi untuk melakukan persaingan dalam perdagangan antar daerah untuk
dapat tetap memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi dan

pembangunan ekonomi.

Tabel 1.1 Luas Lahan Pertanian dan Jenis Pengairan Menurut Kabupaten
Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 (Hektar)

Kabupaten Irigasi Non Irigasi Jumlah

01. Pacitan 8565 4218 12783
02. Ponorogo 32775 2026 34 801
03. Trenggalek 11 626 1255 12 881
04. Tulungagung 24 975 2641 27 616
05. Blitar 28 657 3023 31680
06. Kediri 46 510 814 47 324
07. Malang 42739 3149 45 888
08. Lumajang 33547 3206 36 753
09. Jember 84 964 1180 86 144
10. Banyuwangi 64 105 1154 65 259
11. Bondowoso 35451 258 35709
12. Situbondo 31836 2226 34062
13. Probolinggo 34710 2 545 37 255
14. Pasuruan 37647 2158 39 805
15. Sidoarjo 21852 219 22071
16. Mojokerto 31045 5571 36 616
17. Jombang 42 014 6 693 48 707
18. Nganjuk 38 252 4666 42918
19. Madiun 31163 1883 33046
20. Magetan 27190 1060 28 250
21. Ngawi 46 212 3985 50 197
22. Bojonegoro 38 146 40371 78 517
23. Tuban 29 337 27 054 56 391
24. Lamongan 53243 34590 87 833
25. Gresik 7992 30 061 38 053
26. Bangkalan 8 049 21491 29540
27. Sampang 4757 15830 20587
28. Pamekasan 7325 10 581 17 906
29. Sumenep 8819 16 747 25566

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Timur, 2016
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Tembakau di Kabupaten Jember jika dibandingkan dengan daerah lain
memiliki tingkat daya saing lebih tinggi yang dapat ditinjau dari beberapa
kriteria seperti luas lahan perkebunan tembakau dan produksi tembakau.
Produksi tembakau Kabupaten Jember lebih tinggi dari pada daerah lain seperti
Kabupaten Banyuwangi. Kabupaten Jember memproduksi tembakau sebesar
18.511 ton pada tahun 2015 sedangkan Kabupaten Banyuwangi hanya
memproduksi sebesar 532 ton. Perbandingan produksi Kabupaten Jember
dengan Kabupaten Banyuwangi tersebut menandakan bahwa tembakau
Kabupaten Jember memiliki tingkat daya saing lebih tinggi. Daya saing
tembakau Kabupaten Jember yang lebih tinggi tersebut memiliki arti bahwa
tembakau Kabupaten Jember dapat bersaing dengan daerah lain sehingga
memiliki potensi untuk dijual atau diekspor ke luar daerah sehingga
menghasilkan pendapatan dari luar daerah.

Tabel 1.2 Ekspor Menuut Jenis Komodti Kabupaten Jember

No Jenis Komoditi 2013 2014 2015
1 Karet 15.618.000,00 11.652.303,34 -
2 Kopi 389.400,00 787.293,13
3 Coklat 513.700,00 1.039.198,74 -
4 Tembakau 179.324.353,60 153.301.343,3 129.850.275,0
a. Na Oogst - - -
b. Voor Oogst
c. Bobin
d. Na Oogst+Vo or
Oogst
e. Na Oogst TBN
5 Panili 150.000,00
6 Edamame 7.981.968,00 5.923.025,00 8.843.676,00
7 Mukiname
8 Batu Piring 5.323.031.590, 482.878,84
00
9 Terong Beku - 386.320,00
10 Meubel
11 Okra 2.309.193,00 2.203.354,00 2.309.193,00
12 Patung Batu
13 Scalpture
14 Cocofiber - - -
JUMLAH 5.529.318.204, 175.389.396,3 141.617.221,0
60 5 0

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember, 2016
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Produksi tembakau Kabupaten Jember pada Tabel 1.2 dari tahun 2010
hingga 2015 memiliki rata-rata sebesar 12.722 ton. Kabupaten Pamekasan
memiliki rata-rata produksi sebesar 13.546 ton yang lebih tinggi dari Kabupaten
Jember. Tabel 1.4 menunjukkan peranan PDRB Kabupaten Jember didominasi
oleh sektor pertanian, perikanan dan kehutanan yang menunjukkan bahwa
meskipun produksi tembakau di Kabupaten Jember merupakan daerah produksi
kedua tertinggi tetapi sektor pertanian masih memiliki kontribusi terbesar di
Kabupaten Jember.

Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan memiliki peranan terbesar bagi
pertumbuhan di Kabupaten Jember dikarenakan bukan hanya tembakau saja
yang menunjang sektor tersebut tetapi juga masih banyak hasil komoditi dari
subsektor pertanian di Kabupaten Jember yang berkontribusi. Subsektor
pertanian lain juga menjadi penyumbang bagi pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Jember. Subsektor pertanian tersebut ditunjang dengan luas lahan
pertanian yang besar serta terdapat pengairan yang memadai bagi lahan
tersebut.

Subsektor perkebunan memiliki beberapa komoditi ekspor yang juga
menjadi penopang bagi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember. Karet
merupakan salah satu jenis komoditi yang juga menjadi komoditi ekspor yang
membantu menambah pendapatan bagi kas daerah. Tabel 1.3 menunjukkan
bahwa karet merupakan salah satu komoditi tanaman perkebunan Kabupaten
Jember yang memiliki lahan perkebunan karet paling besar dari pada daerah
lain yaitu sebesar 10.688 hektar. Luas perkebunan karet ini membantu
Kabupaten Jember menghasilkan komoditi karet untuk diperjualkan dalam
perdagangan antar daerah.

Perdagangan antar daerah yang melakukan proses perjualan atau ekspor
komoditi tersebut akan membentuk hubungan kemitraan antara pihak swasta
dan publik sehingga membantu dalam peningkatan daya saing dari komoditi
yang ada di daerah. Peningkatan daya saing baik bagi komoditi tembakau, karet

dan komoditi lainnya akan membantu dalam peningkatan pertumbuhan
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ekonomi yang akan berdampak pada peembangunan ekonomi Kabupaten
Jember itu sendiri.

Tabel 1.3 Luas Tanaman Perkebunan Provinsi Jawa Timur 2016

;22“" Karet Kelapa Cengkeh Kopi Tebu Kakao Lainnya
Pacitan 24725 8163 2192 ) 6007 3129
28”0’0 ) 4907 2802 1048 1017 2322 5393
e 15211 5708 566 336 4355 742
Tulung 353 19733 1845 761 6071 1829 2602
agung

Blitar 1042 19015 3153 5847 6790 5000 3980
Kediri 349 9276 2013 3708 27 249 4270 22762
Malang 203 13917 5456 17547 44318 3631 8352
rﬁ;mala 477 8132 2073 4714 20184 2778 11088
ﬂembe 10 688 13795 1117 18230 9517 4029 22 807
Banyu 5602 28112 2789 17 979 6039 9538 13589
wangi

—— 4246 110 12798 4341 95 5168
WO0S0 o

ST 4361 10 3028 8222 6773
ndo - -

bl 4110 894 4857 3815 8 15194
nggo =

ZsS“'“ ) 5927 1315 ) 4546 | 20459
S 1746 i 4148 | 468
LS 621 160 166 9233 1833
erto = -

f]gmba 29 1270 2186 1333 9259 1690 4708
AR 3332 2279 218 3201 2619 6317
r':"ad'” 279 3962 1761 1477 2892 5761 6848
prgea 2823 941 667 7543 995 9867
Ngawi 1302 6162 814 1152 6116 2033 15540
Bojone 7883 1694 7255
goro - - . =

Tuban 5202 ) 1641 ) 5912
Lamon 1860 5600 14211
gan - - - -

Gresk 4635 46 ) 2374 ) 188
Eingka ) 7 868 20 ) 617 ) 13 567
ﬁgmpa ) 3290 ) 1582 ) 14308
Pamek 3756 6769 13508
asan - - -

;‘)’me” ) 51171 245 18 195 52 39718

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur, 2016
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Luas lahan pertanian termasuk lahan subsektor pertanian seperti tanaman
perkebunan di Kabupaten Jember menguntungkan Kabupaten Jember untuk
melakukan pengolaan sumber daya alam yang ada.

Tabel 1.4 Produksi Perkebunan Tembakau Jawa Timur

Kabupaten 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Rata-Rata
01  Pacitan - - 65 52 84 78 68
02  Ponorogo 518 660 345 68 551 512 356
03  Trenggalek - - - 103 125 116 332
04  Tulungagung 703 1145 2243 929 2159 2004 1.233
05  Blitar 485 532 2045 129 951 883 591
06 Kediri - - 2 151 151 140 66
07  Malang - - - 1254 1113 1033 1.303
08 Lumajang 812 1084 1053 2992 1339 1243 2.810
09  Jember 7235 15 846 31284 18 297 19939 18 12.722
10  Banyuwangi 1130 1219 1948 546 573 géé 1.562
11 Bondowoso 3736 7440 4123 5607 4967 4611 4.243
12 Situbondo 4920 7488 8856 2287 5015 4656 5.697
13 Probolinggo 9805 7835 10 336 9528 13 098 12 9.764
14  Pasuruan . = = 16 507 1113(13 166
15  Sidoarjo - = - 15 15 14 38
16 Mojokerto 195 485 672 580 390 362 909
17 Jombang 604 2401 4519 4740 7110 6 601 3.321
18 Nganjuk 433 824 1200 965 1176 1092 727
19 Madiun 161 156 493 832 430 399 348
20  Magetan 649 445 619 - 309 287 590
21 Ngawi 639 727 2828 - 2331 2164 2.958
22 Bojonegoro 3857 15218 11 216 5292 9210 8 550 7.269
23 Tuban 525 1579 2095 58 1789 1661 2.157
24 Lamongan 2053 7331 13704 4 856 7053 6 548 4.593
25  Gresik - - - 42 44 41 21
26  Bangkalan - - - - - 1.478
27  Sampang 1429 3002 2702 441 2896 2689 4917
28  Pamekasan 10 242 16 688 19 236 3642 15018 13 13.546
29  Sumenep 3139 9 247 13 392 3230 9430 8 ?gg 8.372

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur, 2015
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Pemilihan tahun dasar 2010 dalam penelitian ini dikarenakan pada tahun
tersebut tren pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jember tinggi. Dari tahun
2010-2014 Kabupaten Jember mengalami tren kenaikan pertumbuhan ekonomi
yang masing-masing besarnya dari tahun 2011 adalah 5,49%; 5,83%; 6,06%);
dan 6,21%. Dari Tabel 1.3 dapat menunjukkan bahwa setiap tahunnya
Kabupaten Jember mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil dan
pada tahun berikutnya yaitu pada tahun 2015 sendiri pertumbuhan ekonomi di
Kabupaten Jember mengalami penurunan secara signifikan yaitu sebesar
0,85%. Penurunan tersebut dikaenakan keadaan ekonomi global yang tidak
stabil seperti kenaikan harga BBM, harga dasar listrik dan cuaca yang terus
berubah. Cuaca yang terus berubah mengakibatkan hasil dari sektor pertanian
tidak stabil. Sektor yang memiliki kontribusi terbesar di Kabupaten Jember
adalah sektor pertanian sehingga dengan cuaca yang tidak mendukung maka
menghambat dan menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi (BPS,2017).

Tabel 1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jember

Tahun Laju Pertumbuhan %
2009 5,55

2010 5,70

2011 5,49

2012 5,83

2013 6,06

2014 6,21

2015 5,36

2016 5,21

2017 5,11

Sumber BPS Kabupaten Jember Tahun 2017

Dari Tabel 1.4 dapat dilihat bahwa sektor ekonomi terutama sektor potensial
di Kabupaten Jember memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi
sehingga perlu untuk mengetahui sektor ekonomi mana yang termasuk ke dalam
sektor potensial. Setelah mengetahui sektor mana yang termasuk ke dalam
sektor potensial pemerintah daerah perlu untuk mengelolah dan
mengembangkan sektor potensial tersebut agar dapat memiliki daya saing yang
kuat dalam perdagangan. Semakin unggul sektor potensial tersebut di dalam

perdagangan akan membantu dalam peningkatan sektor-sektor lain sehingga
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akan semakin banyak sektor yang dapat berkontribusi dalam pertumbuhan
ekonomi. Untuk membantu dalam perdagangan perlu adanya intervensi
pemerintah yang berupa kebijakan. Dengan adanya kebijakan akan lebih mudah
dalam peningkatan terhadap sektor potensial.

Tabel 1.6 Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2017

Lapangan Usaha 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 31,99 31,78 31,06 30,74 30,66 30,21 29,05
2 Pertambangan dan Penggalian 5,54 519 494 466 449 445 443
3 Industri Pengolahan 20,42 20,81 19,94 19,84 19,86 1955 19,88
4 Pengadaan Listrik dan Gas 0,05 0,06 004 004 004 004 005

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah

dan Daur Ulang 0,06 0,06 007 007 006 006 006

6  Kontruksi 6,46 6,30 6,85 7,33 7,36 7,55 7,82

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil

dan Sepeda Motor 1166 1154 12,14 12,38 1259 12,93 13,35

8  Transportasi dan Pergudangan 1,40 1,39 1,50 1,57 1,61 1,65 1,72
9  Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 1,95 2,05 2,09 2,09 2,14 2,25 2,33
10 Informasi dan Komunikasi 6,16 5,90 6,01 5,83 5,96 6,05 6,15
11 Jasa Keuangan dan Asuransi 2,08 2,24 2,35 2233 2,34 2,38 2,37
12  Real Estat 1,34 1,34 1,39 1,40 1,40 1,39 1,38
13 Jasa Perusahaan 0,31 0,31 0,34 0,34 0,34 0,34 0,35

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan

14 Jaminan Sosial Wajib 3,65 3,66 3,66 3,61 3,51 3,52 3,46
15 Jasa Pendidikan 5,04 551 5,76 5,92 5,76 5,79 5,75
16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,70 0,72 0,72 0,72 0,74 0,74 0,76
17 Jasalainnya 120 114 114 113 112 1,10 1,08

Sumber BPS Kabupaten Jember Tahun 2017

Kabupaten Jember merupakan daerah yang memiliki banyak potensi
terutama potensi pertaniannya. Sektor yang menjadi sektor potensial di
Kabupaten Jember untuk dapat memberikan kontribusi bagi pertumbuhan
ekonomi memerlukan adanya peningkatan daya saing agar dapat menguasai
pangsa pasar. Kebijakan pemerintah diperlukan untuk dapat memaksimalkan
daya saing sektor potensial tersebut. Penelitian yang berjudul “Analisis sektor
potensial dan daya saing subsektor tanaman perkebunan di kabupaten jember”
ini akan menguraikan beberapa rumusan masalah untuk menunjang daya saing
sektor potensial dalam perdagangan antar daerah di Kabupaten Jember.

Rumusan masalah tersebut diuraikan dalam subbab selanjutnya.
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1.2 Rumusan Masalah
Dari uraian latar belakang di atas menghasilkan beberapa rumusan masalah

sebagai berikut.

1. Sektor apakah yang termasuk dalam sektor basis dan non basis di Kabupaten
Jember?

2. Sektor apakah yang menjadi sektor potensial di Kabupaten Jember?

3. Bagaimana daya saing sektor potensial dalam perdagangan antar daerah di
Kabupaten Jember?

4. Bagaimana kebijakan yang dapat mendukung daya saing sektor potensial dalam

perdagangan antar daerah di Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.
1. Untuk mengetahui sektor yang termasuk dalam sektor basis dan non basis di
Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui yang termasuk dalam sektor potensial di Kabupaten Jember.
3. Untuk mengetahui daya saing sektor potensial dalam perdagangan antar daerah
di Kabupaten Jember.
4. Untuk mengetahui kebijakan yang mendukung daya saing sektor potensial

dalam perdagangan antar daerah di Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian
Dari uraian tujuan penelitian di atas didapatkan beberapa manfaat
penelitian. Manfaat penelitian tersebut adalah sebagai berikut.

1. Sebagai informasi terkait kepada peneliti untuk menentukan sektor mana yang
termasuk sektor potensial dan bagaimana daya saingnya dalam perdagangan
antar daerah.

2. Sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan sektor-sektor

potensial dan daya saing sektor tersebut.
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3. Sebagai bahan masukan untuk pemerintah Kabupaten Jember dalam
menentukan kebijakan untuk mendukung daya saing sektor potensial dalam
perdagangan antar daerah.
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BAB |1
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori
2.1.1 Pembangunan Ekonomi Wilayah
Pembangunan ekonomi daerah merupakan proses pengelolaan
sumber daya oleh pemerintah daerah dan masyarakatnya untuk
membentuk hubungan pemerintah daerah dan swasta sehingga lapangan
baru akan tercipta serta terjadinya pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut
(Arsyad, 1999).
Model pembangunan yang digunakan oleh negara berkembang
terbagi menjadi beberapa model yaitu:

1. Model I yang menitikberatkan pada pelaksanaan penanaman modal atau
investasi dalam jumlah besar pada sektor industri dengan menunjang
pemusatan pada bagian wilayah tertentu untuk meningkatkan
pertumbuhan ekonomi.

2. Model 1l menitikberakan pada strategi pemerataan pembangunan negara
berkembang dengan cara pemenuhan kebutuhan pokok seperti
pengembangan kesempatan kerja, pemberantasan kemiskinan, perbaikan
gizi, air bersih dan perumahan.

3. Model 1l menitikberatkan pada pengembangan partisipasi masyarakat
dengan cara pembangunan kualitas sumber daya manusia.

4. Model 1V menitikberatkan pada perdagangan dan persaingan bebas yang
dilakukan antar dua belah pihak yang memperlukan adanya penguatan

daya saing ekonomi masing-masing wilayah.

2.1.2 Teori Basis Ekonomi
Pandangan teori basis ekonomi adalah besarnya peningkatan ekspor
suatu daerah menentukan laju pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

Ekspor dalam ekonomi regional adalah proses memperjualkan produk atau
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jasa daerah tersebut ke luar daerah. Ekonomi regional membagi sektor
kegiatan ekonomi antara lain adalah sebagai berikut:
a. Kegiatan Basis
Kegiatan basis adalah semua kegiatan yang menghasilkan dan
menyediakan produk atau jasa untuk diperjualkan di luar wilayah
sehingga menghasilkan pendapatan untuk daerah tersebut.
b. Kegiatan Nonbasis
Kegiatan nonbasis adalah semua kegiatan yang menghasilkan dan
menyediakan produk atau jasa untuk masyarakat di dalam ruang lingkup
daerah tersebut.
Kegiatan basis dan non basis dapat dibedakan dengan
menggunakan beberapa metode, antara lain:
a. Metode Langsung
Metode langsung dapat dilakukan dengan survei langsung kepada
pelaku usaha untuk mengetahui bagaimana mereka memasarkan
produknya dan di mana mereka membeli bahan baku dalam produk
yang dijualnya. Hasil survei tersebut dapat menentukan berapa persen
produk yang dijual ke luar daerah dan dalam daerah tersebut.
b. Metode Tidak Langsung
Salah satu metode tidak langsung adalah dengan menggunakan
asumsi berdasarkan kondisi wilayah yang mengasumsikan mana yang
termasuk dalam kegiatan basis dan nonbasis.
c. Metode Campuran
Metode ini menggunakan survei untuk mengumpulkan data
sekunder lalu menganalisis dan menentukan yang termasuk dalam
kegiatan basis dan nonbasis. Apabila 70% atau lebih produk
diperjualkan ke luar wilayah diasumsikan termasuk kegaitan basis dan

sebaliknya.
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2.1.3 Teori Perdagangan

Terdapat beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai
teori perdagangan, yaitu:

a. Teori Keunggulan Absolut (Adam Smith)

Pemikiran teori ini adalah bahwa negara akan melakukan
spesialisasi dan mengekspor produk yang memiliki keunggulan absolut
atas negara atau daerah lain yang memproduksi barang yang sama. dan
mengimpor produk yang tidak memiliki keunggulan absolut atas negara
atau daerah lain yang memproduksi barang yang sama. Teori ini
menekankan kefesienan dalam penggunaan faktor produksi seperti tenaga
kerja yang menentukan tingkat daya saing maupun keunggulan negara atau
daerah tersebut (Tambunan, 2004).

Menurut Adam Smith perdagangan akan terjadi apabila dua negara
atau daerah memiliki kefesienan dalam produk komoditi | tetapi kurang
efisien dalam produk komoditi Il. Kedua negara atau daerah tersebut akan
mendapatkan manfaat apabila lebih memfokuskan pada produk komoditi
yang memiliki keunggulan absolut dan menukarkan produk komoditi yang
tidak memiliki keunggulan absolut. Proses ini membantu dalam
peningkatan komoditas karena merupakan cara yang paling efisien dalam
pengalokasian sumber daya alam. Peningkatan hasil komoditas ini
merupakan manfaat yang didapat dari spesialisasi produk melalui
perdagangan yang telah dilakukan.

Penganut merkantilisme percaya apabila satu negara atau daerah
akan mendapat keuntungan bila mengorbankan negara atau daerah lain dan
menekankan pentingnya campur tangan dari pemerintah dalam kegiatan
ekonomi. Adam Smith menyangkal kepercayaan merkantilisme dan
menekankan apabila kedua negara atau daerah akan mendapat keuntungan
apabila mengurangi adanya campur tangan pemerintah dalam segala
kegiatan ekonomi yang ada (Salvatore, 2014).

llustrasi teori ini dapat dilihat pada Tabel 2.1 yang menggunakan

asumsi satu jam kerja dari waktu ke waktu dapat menghasilkan 10 meter
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kain sutra pada daerah A sedangkan pada daerah B hanya dapat
menghasilkan 2 meter kain sutra. Pada sisi lain di daerah A dengan satu
jam kerja dapat menghasilkan 2 tas dan di daerah B hanya 4 tas. llustrasi
tersebut menunjukkan bahwa daerah A lebih memiliki keunggulan absolut
sehingga dapat dikatakan lebih efisien dari daerah B dalam produksi kain
sutra sedangkan daerah B lebih memiliki keunggulan absolut sehingga
dapat dikatakan lebih efisien dari daerah A dalam produksi tas. llustrasi
ini dapat disimpulkan bahwa daerah A lebih mengkhususkan produksi kain
sutra dan sebagian diperjualkan untuk mendapatkan tas dari daerah B dan

sebaliknya.
Tabel 2.1 Ilustrasi Keunggulan Absolut
Negara A Negara B
Kain Sutra 10 2
Tas 2 4

. Teori Keunggulan Komparatif (David Ricardo)

Teori David Ricardo membuktikan bila dua negara atau daerah yang
melakukan perdagangan akan mendapatkan keuntungan apabila lebih
memfokuskan dalam mengekspor produk yang memiliki keunggulan
komparatif. Komoditi dikatakan memiliki keunggulan komparatif apabila
lebih unggul dari pada komoditi lain di dalam daerahnya. Pengertian
unggul dalam keunggulan komparatif berbentuk perbandingan bukan nilai
tambah riil sehingga produk yang memiliki keunggulan komparatif lebih
menguntungkan untuk dikembangkan.

Perdagangan bebas antar daerah mekanisme pasar mendorong
daerah yang tidak memiliki keunggulan komparatif bergerak ke arah
daerah yang memiliki keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif
adalah kegiatan ekonomi yang berbentuk perbandingan lebih
menguntungkan untuk dikembangkan lagi dalam daerah tersebut. David
Ricardo menggunakan jumlah tenaga kerja sebagai perbandingan yang
dibutuhkan untuk menghasilkan produk sama untuk kegiatan berbeda

dalam dua negara atau daerah. Menurut David, perdagangan terjadi apabila
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dua negara atau daerah memiliki biaya relatif rendah pada produk berbeda
yang dihasilkan (produktivitas TK relatif besar). David menekankan
perbedaan efisiensi atau produktivitas antara dua negara atau daerah dalam
memproduksi dua atau lebih barang atau jasa. llustrasi dari teori
keunggulan komparatif dapat dilihat dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Ilustrasi Keunggulan Komparatif

AS Inggris
Harga satu gantang gandum $1,00 $2,00
Harga satu meter kain 1,50 1,00

Tabel 2.2 menunjukkan bahwa harga dolar gandum yang memiliki
keunggulan komparatif adalah Inggris. Harga satu meter kain yang
memiliki keunggulan komparatif adalah AS. Pedagang AS akan menjual
gandum di Inggris dan akan membeli kain di Inggris untuk dijual di

negaranya.

2.1.4 Teori Daya Saing

Daya saing adalah keunggulan yang ditunjukkan oleh suatu industri
dengan menunjukkan kondisi di mana kemampuan dan hasil kerja industri
tersebut lebih baik jika dibandingkan dengan industri lain. Keunggulan
daya saing ditentukan berdasarkan efisiensi dan efektifitas faktor produksi.
Menurut Heckscher-Ohlin (1990) faktor produksi yang digunakan seperti
tanah, modal, dan tenaga kerja merupakan faktor produksi yang bersifat
umum. Ada beberapa faktor produksi lain yang dapat mengukur daya saing
seperti sumber daya, fisik, infrastruktur, ilmu pengetahuan dan lain-lain.
Keunggulan daya saing juga ditentukan berdasarkan biaya produksi yang
rendah tetapi memiliki kualitas tinggi. Teori ini menekankan pada faktor
endowment yang dapat menjelaskan bahwa sumber daya melimpah yang
berbeda pada suatu negara mempunyai keunggulan pada komoditas yang
berbeda.

Menurut Porter, dalam membangun suatu negara dapat melihat

kondisi dari beberapa faktor yaitu: tenaga kerja terampil dan sarana dan
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prasarana, kondisi permintaan dan tuntutan mutu dalam negeri, eksistensi
industri terkait dan pendukung yang memiliki daya saing, strategi, struktur
dan persaingan antar perusahaan (Wardhani dan Agustina, 2014).
Intensitas persaingan berakar pada struktur ekonomi diluar perilaku

pesaing industri lain.

Konsep Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Desentralisasi merupakan penyerahan kewenangan dari pusat ke
daerah berdasarkan aspirasi masyarakat untuk mengurusi urusan rumah
tangga di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Desentralisasi
memunculkan otonom pemerintah daerah yang memiliki dampak positif
bagi daerah tertinggal untuk dapat berdiri mandiri serta membantu dalam
memajukan pembangunan nasional.

Otonomi  daerah  merupakan kewenangan daerah untuk
meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah
dalam pelayanan masyarakat serta pembangunan daerah sesuai perundang-
undangan tanpa adanya campur tangan dan bantuan dari pemerintah pusat.
Otonomi adalah penyerahan urusan dari pusat ke daerah yang bertujuan
untuk mencapai suatu keefesienan dan kevektivitasan pelayanan
masyarakat yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi
pemerintahan. Adanya otonomi akan membuka kesempatan bagi
pemerintah daerah untuk melakukan dan membangun kerja sama dengan
publik dan swasta di berbagai bidang.

Konsep pelaksanaan otonomi daerah adalah mengupayakan
pemaksimalan pelaksanaan daerah dan menghindari kerumitan yang ada
sehingga tuntutan dari masyarakat dapat terjawab dengan adanya
pengiplikasian otonomi daerah dan pelayanan masyarakat terlaksana.
Otonomi daerah dapat didukung dengan kewenangan luas, nyata dan
bertanggung jawab yang jauh dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme serta

keungan pemerintah pusat dan daerah yang seimbang.
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2.1.6 Konsep Perdagangan Antar Daerah
Perdagangan antar daerah terjadi dikarenakan ada perbedaan
penawaran dan permintaan dalam komoditas. Penawaran dipengaruhi oleh
harga komoditas, teknologi produksi, biaya produksi, iklim dan jumlah
produsen. Permintaan dipengaruhi harga komoditas tersebut, harga barang
subtitusi dan barang pelengkap, pendapatan konsumen, selera konsumen,
jumlah penduduk dan perkiraan harga di masa yang akan datang.
Perdagangan antar daerah dapat berjalan lancar apabila terdapat
intervensi dari pemerintah berupa kebijakan. Penelitian ini menggunakan
beberapa kebijakan untuk membantu dan mendorong dalam peningkatan
daya saing sektoral di Kabupaten Jember, antara lain:
a. Kerja Sama Antar Daerah

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 363 yang

berbunyi:

(1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat
mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi
dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh
daerah dengan: a. daerah lain; b. pihak ketiga; c. lembaga atau
pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Kerja sama dengan daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a dikategorikan menjadi kerja sama wajib dan kerja sama
sukarela.

Kerja sama antar daerah dalam penelitian ini menggunakan beberapa

strategi antara lain:

(1) Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya alam

Peningkatan efektifitas dan efisiensi pada pengelolaan sumber daya
alam akan membantu dalam peningkatan daya saing sektoral. Efisiensi
dan efektifitas pengelolaan sumber daya alam akan meningkatkan

produktivitas sumber daya alam yang diolah tersebut. Peningkatan
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produktivitas dari sumber daya alam tersebut akan meningkatkan
kualitas dan daya saing dari sumber daya alam tersebut.
(2) Sosialisasi potensi daerah
Sosialisasi potensi daerah akan membantu dalam peningkatan daya
saing sektoral dikarenakan dengan pengenalan potensi suatu daerah
kepada daerah lain akan merangsang daerah lain untuk melakukan
pembelian atau memberikan investasi kepada daerah yang memiliki
potensi tersebut. Semakin banyak minat daerah lain kepada potensi
daerah tersebut akan merangsang daerah dalam meningkatkan kualitas
agar dapat menguasai pangsa pasar. Daerah dengan potensi tersebut
akan berusaha semaksimal mungkin untuk menghasilkan suatu produk
yang memiliki daya saing tinggi.
(3) Pemasaran produk
Pemasaran produk akan membantu dalam peningkatan daya saing
sektoral dikarenakan dengan adanya pemasaran produk daerah lain
akan mengetahui produk yang diperjualkan oleh daerah tersebut
sehingga dapat dialokasikan semaksimalmungkin pada perdagangan
antar daerah. Perdagangan antar daerah akan membantu daerah
tersebut untuk menjual produknya ke daerah lain bahkan luar negeri.
b. Pelayanan Publik
PP Nomor 50 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama
Daerah Pasal 4 yang berbunyi:
Objek kerja sama daerah adalah seluruh urusan pemerintah yang
telah menjadi kewenangan daerah otonom dan dapat berupa
penyediaan pelayanan publik.
Pelayanan publik dalam penelitian ini menggunakan beberapa strategi
antara lain:
(1) Permudah perizinan
Perizinan akan membantu dalam peningkatan daya saing sektoral
karena dengan permudahan terhadap perizinan maka baik aparat

pemerintah dan masyarakat akan lebih dipermudah dalam pengelolaan
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sumber daya alam dan produk yang akan diunggulkan oleh daerah
tersebut. Perizinan juga akan menghilangkan hambatan industri-
industri dalam kegiatan ekonomi sehingga selain akan menngkatkan
daya saing sektoral juga akan merangsang terbentuknya hasil
komoditas lain yang sebelumnya belum memiliki keunggulan.

(2) Perluasan lapangan kerja

Perluasan lapangan kerja akan membantu dalam peningkatan daya

saing sektoral dikarenakan tenaga kerja yang belum bekerja akan
mendapatkan pekerjaan sehingga tingkat pengangguran akan
berkurang. Pengangguran yang berkurang tersebut akan membantu
dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah sehingga
pemasukan kas daerah meningkat dan dapat dialokasikan untuk
pengelolaan sumber daya alam berpotensi tersebut. Perluasan
lapangan kerja juga akan merangsang terjadinya spesialisasi produk
sehingga potensi alam yang ada di suatu daerah tidak terbengkalai.

(3) Pelatihan keterampilan

Pelatihan keterampilan yang diberikan oleh pemerintah akan
membantu dalam peningkatan daya saing sektoral dikarenakan
dengan adanya pelatihan tersebut tenaga kerja (masyarakat) yang
belum memiliki keterampilan untuk melakukan suatu pekerjaan akan
dapat membantu dalam pengelolaan sumber daya alam. Keterampilan
tersebut akan membantu tenaga kerja untuk meningkatkan
produktivitas dari sumber daya alam tersebut sehingga dapat bersaing
dan bahkan menguasai pangsa pasar.
c. Penguatan Fiskal dan Moneter

PP Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota Pasal 2 ayat 2 yang berbunyi:
Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi politik luar negeri,
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pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta
agama.
Penguatan fiskal dan moneter dalam penelitian ini menggunakan beberapa
strategi antara lain:
(1) Peningkatan investasi
Peningkatan investasi akan membantu dalam peningkatan daya
saing sektoral dikarenakan adanya investasi berarti banyak pihak-
pihak yang tertarik terhadap potensi daerah tersebut sehingga modal
dari investasi tersebut dapat dialokasikan untuk peningkatan
produktivitas potensi daerah tersebut sehingga daya saing dari potensi
tersebut akan meningkat sehingga dapat melakukan persaingan dalam
perdagangan antar daerah.
(2) Peningkatan ekspor
Peningkatan ekspor akan membantu dalam peningkatan daya saing
sektoral dikarenakan dengan adanya ekspor akan membantu daerah
tersebut mengenalkan potensi daerahnya kepada daerah lain dan
menunjukkan bahwa potensi daerahnya memiliki kualitas yang tinggi
untuk dapat bersaing dengan potensi daerah lain. Ekspor juga akan
membantu dalam peningkatan pemasukan kas daerah sehingga
memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.
(3) Pemberian subsidi
Pemberian subsidi akan membantu dalam peningakatan daya saing.
Pemberian subsidi dalam hal ini tidak hanya berbentuk dalam bentuk
uang atau modal tapi juga dapat berbentuk bahan baku yang
diperlukan suatu daerah untuk dapat memaksimalkan dalam
pengelolaan sumber daya alam yang ada di daeranya. Pemaksimalan
pengelolaan dengan adanya subsidi tersebut akan membantu dalam
peningkatan produktivitas sehingga daya saing sumber daya alam

tersebut akan meningkat.
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2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.3 Matriks Penelitian Terdahulu

No | Judul, Nama Penulis Alat Analisis Hasil Penelitian

1 Analisis Sektor | Kontribusi - Berdasarkan analisis LQ empat sektor yang memiliki keunggulan komperatif dan kompetitif di
Ekonomi Basis dalam | Sektoral Kota Batu adalah sektor pertanian, sektor listrik dan gas dan air bersih, sektor perdagangan hotel
Mendorong - LQ dan restoran serta keuangan persewaan dan jasa perusahaan.

Pertumbuhan - Shift Share - Sektor penompang pertumbuhan ekonomi berdasarkan kriteria pertumbuhan (kompetitif) dan
Ekonomi Kota Batu | MRP kontribusi pertumbuhan (komperatif) di Kota Batu adalah sektor pertanian, sektor jasa-jasa dan
(Setiawan, 2014) - Tipologi Klassen | sektor listrik gas dan air bersih.

2 Analisis Sektor | LQ - Berdasarkan hasil analisis LQ menunjukkan yang termasuk sektor basis adalah sektor listrik,
Ekonomi  Unggulan | Shift Share gas dan air bersih, sektor bangunan/kontruksi, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor
dalam Pengembangan keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan sektor jasa-jasa
Potensi Perekonomian - Berdasarkan analisis shift share menunjukkan bahwa yang termasuk ke dalam sektor ekonomi
di Kota Blitar unggulan di Kota Blitar adalah sektor listrik, gas dan air bersih, dan sektor bangunan/ kontruksi
(Tristanto, 2013) yang termasuk ke dalam sektor basis dan kompetitif

3 Analisis Sektor | LQ - Terdapat 6 sektor basis atau unggulan, yaitusektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan
Ekonomi  Unggulan | Shift Share jaminan sosial wajib, sektor pertanian, kehutanan dan perikatan, sektor real estate, sektor
dalam Mendorong perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dan sektor jasa kesehatan dan
Pertumbuhan kegiatan sosial
Ekonomi
Kabupaten/Kepulaua
n Sangihe
(Takamulang,

Rumate, dan Lapina,
2018)

4 Analisis Sektor + LQ - Berdasarkan analisis LQ Kabupaten Muara Enim memiliki sektor unggulan, yaitu sektor
Ekonomi Unggulan di | Shift Share pertanian terutama pada subsektor tanaman bahan makana, sektor pertambangan dan hasilnya
Kabupaten Muara dengan sub sektor minyak dan gas bumi, pertambanga tanpa migas, penggalian, sektor listrik,
Enim gas, dan air bersih, sektor pengangkutan dan komunikasi terutama sub sektor angkutan rel
(Yulianita, 2010)

5 Analisis Sektor + LQ - Berdasarkan analisis LQ sektor yang menjadi unggulan di Maluku Utara adalah sektor pertanian
Ekonomi Unggulan di | MRP dan sektor kontruksi
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Provinsi Maluku |- Shift Share - Berdasarkan analisis MRP pada sektor ekonomi potensial adalah sektor perdagangan, reparasi
Utara mobil dan sepeda motor, sektor kontruksi dan sektor pengadaan listrik dan gas
(Diana, Sulistiowati, - Berdasarkan analisis Shift Share pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara berpengaruh positif
dan Hadi, 2007) terhadpa pertumbuhan sektor ekonomi di Kabupaten Hlamahera Utara dan Kabupaten
Halmahera Selatan
6 Analisis Daya Saing - Deskriptif Hasil penelitian menunjukkan suatu pola daya saing antar daerah yang peringkat atas
Ekonomi Antar kualitatif (rata- | didominasi oleh Kabupaten/Kota lama (Palembang) sementara peringkat terbawah ditempati
Daerah di Provinsi rata, daerah baru hasil pemekaran
Sumatera Selatan pertumbuhan,
(Sukanto, 2009) rasio)
- Tipologi
klassen
7 Analisis Daya Saing | Policy Analysis + Usaha tani kelapa di Kabupaten Kupang tidak memiliki keunggulan kompetitif dilihat dari
Komaoditas Kelapa di | Matrix (PAM) nilai PP yang negatif dan PCR yang lebih besar
Kabupaten Kupang dari satu. Namun memiliki keunggulan komparatif dilihat dari nilai SP yang positif dan DRC
(Setiawan,  Hartono yang lebih kecil dari
dan Suryantin, 2014) satu
- Komoditas kelapa di Kabupaten Kupang berdaya saing sedang dan masih dapat
dikembangkan, salah satunya dengan cara meningkatkan nilai tambah dari pengolahan kelapa
8 Analisis Daya Saing | Ordinary  Least - Produksi dan ekspor berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap daya saing kedelai
Kedelai Indonesia Square (OLS) Indonesia
(Sarwono, 2014) - Nilai tukar dan kebijakan pemerintha tidak berpengaruh terhadap daya saing kedelai Indonesia
9 Analisis Daya Saing | Revealed - Pada komoditi unggulan Indonesia dari beberapa komoditi tersebut mengalami kenaikan
Komaoditi Ekspor | Comparative pertumbuhan yang cukup signifikan
Unggulan Indonesia | Advantage - Penyumbang terbesar dari komoditi unggulan tersebut pada komoditi kelapa sawit yang
di Pasar Internasional mencapai peringkat pertama dengan nilai total ekspor tahun 2010-2014
(Ustriaji, 2016) - Industri sawit, hasil hutan, alas kaki, kakao, kopi, karet dan tekstil pada tahun 2010-2014
memiliki daya saing di atas daya saing rata-rata dunia
10 | Analisis Daya Saing | Metode purposive | Hasil analisis harga paritas komoditas bawang merah lokal tidak memiliki daya saing terhadap

Komoditas Bawang
Merah di Kabupaten
Kediri

(Wicaksono, Anindita
dan Maulidah, 2017)

sampling

komoditas bawang merah impor. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan analisis harga
paritas yang menunjukkan bahwa harga bawang merah lokal (Rp. 7.418,75/kg) lebih tinggi
dibandingkan dengan harga bawang merah impor (Rp. 3.309,98/kg) sehingga akan didapatkan
nilai harga paritas sebesar 0,446.
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11 | Analisis Daya Saing - Revealed Ekspor pinang Provinsi Jambi memiliki keunggulan dari segi komparatif, di mana nilai RCA
Ekspor Pinang | Comparative dari tahun 1995-2013 memiliki nilai RCA lebih besar dari 1 kecuali tahun 1999
Provinsi Jambi dan | Advantaeg (RCA) | Ekspor pinang Provinsi Jambi cenderung tidak memiliki keunggulan kompetitif yang dilihat
Faktor-Faktor ~ yang | Export dari nilai ECI kurang dari 1
Mempengaruhinya Competitivness
(Sinaga, Napitupulu, | Index (ECI)
dan Damayanti, 2017)

12 | Penerapan  Metode | Metode AHP | Aplikasi sistem penunjang keputusan yang digunakan untuk menentukan
AHP (Analythic | (Analythic kualitas gula tumbu ini, sudah dapat melakukan perhitungan dengan metode AHP (Analytic
Hierarchy  Process) | Hierarchy Hierarchy Process)
untuk  Menentukan | Process) lebih cepat dibandingkan perhitungan secara manual sehingga bisa lebih efisien dan tingkat
Kualitas Gula Tumbu keakuratan data sudah
(Darmanto, Latifah mendekati sempurna
dan Susanti, 2014)

13 | Aplikasi  Analytical | - SWOT Penilaian menggunakan AHP diperoleh hasil bahwa pengembangan subak sebagai daerah
Hierarchy  Process | - AHP agroekowisata merupakan
(AHP) untuk pilihan alternatif strategi yang mempunyai nilai (value) paling besar (0,471) dibandingkan
Penentuan  Strategi dengan alternatif pengembangan
Pengembangan Subak sebagai daerah wisata massal (0,157) maupun sebagai daerah pertanian (0,372). Dengan
(Sumiyati,  Sutiarso pengembangan subak
dan Sudira, 2011) sebagai daerah agroekowisata diharapkan dapat mendukung keberlanjutan sistem subak

ditengah perkembangan pariwisata
Bali, yang merupakan sinergi antara pariwisata dan pertanian.

14 | Analisis  Penentuan | Metode Analytical - Dilihat dari AHP dengan kriteria sektor unggulan perekonomian diantaranya penyerapan tenaga
Sektor Unggulan | Hierarchy kerja, daya saing, teknologi, dan peluang investasi, sektor perdagangan hotel restoran
Perekonomian dengan | Process (AHP) menduduki prioritas pertama secara global dengan bobot 33,1%

Metode  Analytical |- Shift Share - Hasil analisis shift share untuk kontribusi PDRB Malang menunjukkan nilai positif pada enam
Hierarchy  Process sektor yang diteliti

(AHP) dan Shift Share

terhadap

Pertumbuhan

Ekonomi (Studi di

Kota Malang)
(Firmansyah, 2013)
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Ekonomi Berbasis | - AHP
Sektor Unggulan di
Kabupaten Sidoarjo
(Farikha, Widodo dan
Gunarta, 2017)

Perumusan  Strategi | - LQ - Sektor unggulan di Sidoarjo adalah sektor industri pengolahan dan terdapat 4 variabel yang
Peningkatan - Shift share mempengaruhi PDRB yaitu jumlah penduduk, tenaga kerja, nilai ekspor, UMK
Pertumbuhan - SWOT

Dari matriks penelitian terdahulu di atas persamaa dan perbedaan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Nomor

Jurnal
1

Tabel 2.4 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

Persamaan

Sama-sama menganalisis sektor potensial ' -
dan sektor basis

Sama-sama menganalisis sektor ekonomi -
unggulan
Sama-sama menganalisis sektor ekonomi -
unggulan
Sama-sama menganalisis sektor ekonomi -
unggulan
Sama-sama menganalisis sektor ekonomi -
unggulan
Sama-sama menganalisis daya saing -

Sama-sama menganalisis daya saing -

Perbedaan

Analisis data yang digunakan jurnal terdahulu adalah LQ, Shift Share, MRP, dan
tipologi klassen sedangkan pada penelitian ini menggunakan analisis DLQ, RCA
dan AHP

Jurnal terdahulu menggunakan analisis LQ dan Shift Share sedangkan penelitian
ini menggunakan DLQ, RCA, dan AHP

Jurnal terdahulu menggunakan analisis LQ dan Shift Share sedangkan penelitian
ini menggunakan DLQ, RCA, dan AHP

Jurnal terdahulu menggunakan analisis LQ dan Shift Share sedangkan penelitian
ini menggunakan DLQ, RCA, dan AHP

Jurnal terdahulu menggunakan analisis LQ dan Shift Share dan MRP sedangkan
penelitian ini menggunakan DLQ, RCA, dan AHP

Dalam jurnal terdahulu menganalisis daya saing ekonomi sedangkan dalam
penelitian ini menganalisis sektor potensial

Analisis yang digunakan dalam jurnal terdahulu menggunakan deskriiptif kualitatif
dan tipologi klassen sedangkan penelitian ini menggunakan DLQ, RCA dan AHP
Dalam jurnal terdahulu menganalisis komoditas kelapa sedangkan dalam penelitian
ini tidak
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10

11

12

13

14

15

Sama-sama menganalisis daya saing

Sama-sama menganalisis daya saing

komoditi unggulan

Sama-sama menggunakan alat analisis

RCA

Sama-sama menganalisis daya saing

suatu komoditas

Sama-sama menganalisis daya saing

Menggunakan alat analisis RCA
Sama-sama menggunakan AHP

Sama-sama menggunakan alat analisis
AHP

Sama-sama menganalisis sektor unggulan
dengan AHP

Sama-sama menganalisis sektor unggulan
dan merumuskan strategi menggunakan
AHP

Analisis yang digunakan jurnal tersebut PAM sedangkan penelitian ini DLQ, RCA
dan AHP

Jurnal tersebut hanya menggunakan alat analisis OLS sedangkan penelitian ini
menggunakan DLQ, RCA dan AHP

Jurnal tersebut hanya menggunakan alat analisis RCA sedangkan penelitian ini
menggunakan DLQ, RCA dan AHP

Alat analisis yang digunakan jurnal tersebut adalah metode purposive sampling
sedangkan dalam penelitian ini RCA, DLQ dan AHP

Alat analisis yang digunakan RCA dan ECI sedangkan dalam penelitian ini DLQ,
RCA dan AHP

Dalam jurnal tersebut menggunakan sistem penunjang keputusan sedangkan dalam
penelitian ini tidak

Alat analisis dalam jurnal tersebut SWOT dan AHP sedangkan penelitian ini RCA,
DLQ, AHP

Selain AHP dalam jurnal tersebut menggunakan analisis shift share sedangkan
dalam penelitian ini menggunakan RCA, DLQ, dan AHP

Alat analisis yang digunakan dalam jurnal tersebut LQ, Shift share, SWOT, AHP
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2.3 Kerangka Konseptual

Pertumbuhan ekonomi daerah dapat membantu dalam
meningkatkan pertumbuhan nasional. Pertumbuhan daerah dapat
ditingkatkan dengan pemberian wewenang dari pemerintah pusat ke
pemerintah daerah untuk mengurus daerahnya. Otonomi daerah merupakan
wewenang yang dapat menunjang daerah dalam mengurus daerahnya.
Otonomi daerah membantu pemerintah daerah untuk menentukan sektor
potensial di daerahnya guna membantu dalam perdagangan. Sektor
potensial harus memiliki keunggulan komparatif yang ditentukan
berdasarkan kecilnya biaya produksi dan keunggulan absoulut yang
berdasarkan faktor produksinya. Daya saing komoditi di suatu daerah dapat
diukur dengan menggunakan analisis RCA.

Analisis DLQ digunakan untuk menentukan sektor yang termasuk
dalam sektor basis dan non basis. Sektor potensial daerah yang dapat
bersaing di pasar lokal akan mampu membawanya ke pasar luar sehingga
daerah tersebut dapat melakukan perdagangan antar daerah yang akan
membentuk suatu kerja sama antar daerah. Kerja sama antar daerah tersebut
akan saling membawa keuntungan bagi daerah yang melakukan kerja sama.

Perdagangan antar daerah dapat dibantu dengan intervensi
pemerintah berupa kebijakan yang dianalisis menggunakan AHP.
Perdagangan tersebut akan dapat membangun kerja sama daerah sehingga
akan terjadi pembangunan ekonomi daerah yang nantinya dapat

berkontribusi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi.
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BAB Il1
METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian
3.1.1 Jenis Penelitian
Jenis data dalam penelitian yang berjudul “Analisis sektor potensial
dan daya saing subsektor tanaman perkebunan di kabupaten jember” ini
adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berwujud angka-
angka sebagai hasil observasi atau pengukuran Sedangkan metode
penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dan metode kualitatif.
Metode kuantitatif yang digunakan adalah metode Dynamic Location
Quotient (DLQ) dan Revealed Comparative Advantage (RCA). Metode
kualitatif yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu Analytical
Hierarchy Process (AHP).
3.1.2 Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian ini membahas daya saing sektor potensial dalam
perdagangan antar daerah. Penelitian ini memilih Kabupaten Jember sebagai
objek penelitiannya dikarenakan Kabupaten Jember merupakan salah satu
daerah yang memiliki keunggulan dalam sumber daya alamnya. Periode
yang dipilih dalam penelitian ini adalah tahun 2010-2017.
3.1.3 Unit Analisis
Unit analisis menjelaskan fokus dalam penelitian yang dilakukan
oleh peneliti. Penelitian ini peneliti berfokus pada daya saing terhadap
sektor potensial dalam perdagangan antar daerah yang ada di Kabupaten

Jember.

3.2 Jenis dan Sumber Data
3.2.1 Jenis Data
Menurut Suharsimi Arikunto (2006: 118) data adalah hasil
pencatatan yang menghasilkan angka atau fakta dalam suatu penelitian yang
dilakukan. Menurut Soeranto dan Arsyad (2003: 72-73) data adalah semua
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hasil observasi atau pengukuran yang telah dicatat untuk keperluan tertentu.
Jenis data ada dua, yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah
data yang menyatakan mutu yang menghasilkan pernyataan atau kata-kata.
Data kuantitatif adalah hasil observasi atau pengukuran yang berbentuk
angka. Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif dan kualitatif.
3.2.2 Sumber Data

Berdasarkan cara pengumpulannya data dibagi menjadi dua, yaitu
data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan
secara langsung melalui wawancara dan pengisian angket atau kuesioner.
Sedangkan data sekunder adalah data yang diterbitkan dan digunakan
organisasi yang bukan pengolahnya (Arsyad, 2003). Penelitian ini data yang

digunakan adalah data sekunder dan data primer.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data terdiri dari beberapa metode yang dapat
digunakan antara lain angket, wawancara, kuesioner atau angket, tes dan
analisis dokumen. Angket adalah metode yang dilakukan dengan pemberiaan
pernyataan atau pernyataan kepada responden. Wawancara adalah proses
tanya jawab secara langsung kepada narasumber untuk memperoleh
informasi yang dibutuhkan oleh peneiti. Observasi adalah pengamatan dan
pencataan pada objek penelitian secara sistematik terhadap unsur yang
nampak. Analisis dokumen adalah cara pengumpulan dengan menganalisis
dokumen vyang diperlukan peneliti dikarenakan peneliti menganalisis
dokumen yang sudah dipublikasikan atau tidak seperti dari BPS. Penelitian
ini yang digunakan adalah pengumpulan data dengan kuesioner yang
diberikan pada 10 responden dan dengan analisis dokumen yang didapatkan

dari beberapa sumber yang dipublikasikan secara umu
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3.4 Metode Analisis Data
3.4.1 Location Quotient (LQ)

Analisis Location Quotient (LQ) digunakan untuk menganalisis
potensi utama ekonomi daerah secara sektoral ataupun komoditi. Analisis
ini digunakan untuk menghitung apakah potensi daerah tersebut merupakan
sektor basis atau sektor non basis. Rumus yang digunakan dalam analisis
LQ adalah sebagai berikut:

Eij P
LQ=gm Jen

di mana Eij merupakan sektor x di Kabupaten Jember, Ej adalah sektor total
di Kabupaten Jember dan Ein merupakan sektor x di Jawa Timur, En adalah
sektor total di Jawa Timur.

3.4.2 Dynamic Location Quotient (DLQ)

Analisis Dynamic Location Quotient (DLQ) digunakan untuk
menentukan dan mengetahui perubahan dari sektor dan sub sektor di masa
yang akan datang di suatu daerah apakah masih bertahan sebagai sektor dan
sub sektor basis atau sebaliknya (Hajeri, Yurisinthae, Dolorosa, 2015).
Rumus analisis DLQ adalah sebagai berikut (Riantika dan Utama, 2017):

t
DLQ = {(1+g ik)/ (1+g k) }

A+6 )/ (1+6)
di mana DLQ adalah Dynamic Location Quontient, g ik adalah laju
pertumbuhan sektor i di wilayah studi (Kabupaten Jember), g k adalah rata-
rata laju pertumbuhan PDRB sektor di wilayah studi (Kabupaten Jember),
Gi adalah laju pertumbuhan sektor i di wilayah referensi (provinsi Jawa
Timur), G adalah rata-rata laju pertumbuhan PDRB di referensi (provinsi
Jawa Timur), t adalah jumlah tahun yang akan di analisis.

Jika DLQ memiliki nilai sama dengan satu berarti potensi
pertumbuhan wilayah sektor | terhadap potensi peningkatan PDRB
Kabupaten Jember sama dengan potensi pertumbuhan suatu sektor pada
provinsi Jawa Timur. Apabila nilai DLQ memiliki nilai kurang dari 1

maka potensi pertumbuhan sektor i terhadap potensi pertumbuhan
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peningkatan PDRB  Kabupaten Jember lebih kecil dibandingkan potensi
pertumbuhan peningkatan  sektor tersebut pada provinsi Jawa Timur.
Apabila DLQ>1 maka potensi pertumbuhan daerah sektor | terhadap
pertumbuhan PDRB Kabupaten Jember lebih deras dibandingkan potensi
peningkatan pertumbuhan pada provinsi Jawa Timur (Riantika dan Utama,
2017).

3.4.3 Revealed Comparative Advantage (RCA)

Analisis ini digunakan untuk menentukan dan mngukur tingkat daya
saing produk di pasar ekspor dari suatu negara atau daerah. Analisis RCA
dapat menggunakan rumus sebagai berikut (Satryana dan Karmini, 2016):

Xij/Xj
RCA = #
di mana Xij adalah nilai ekspor komoditi X oleh Kabupaten Jember,
Xjadalah nilai ekspor total Kabupaten Jember, Xiw adalah nilai ekspor total
provinsi Jawa Timur komoditas X, Xw adalah nilai ekspor total provinsi

Jawa Timur.

Jika indeks hasil persamaan RCA dengan nilai sama atau lebih dari
satu (RCA>1) berarti bahwa Kabupaten Jember memiliki daya saing
suatu produk di atas rata-rata provinsi Jawa Timur (kuat) dan apabila
indeks RCA menunjukkan nilai kurang dari satu (RCA<1) maka daya

saing suatu produk dari negara tersebut di bawah rata-rata dunia (lemah).

3.4.4 Analytical Hierarchy Process (AHP)

Metode AHP adalah alat untuk menentukan keputusan yang menjadi
prioritas terhadap alternatif dari permasalahan yang ada. Metode ini
membantu pemecahan permasalahan yang kompleks dengan membuat
hirarki dari berbagai pertimbangan untuk mengembangkan bobot atau
prioritas.

Tahapan-tahapan dalam AHP adalah sebagai berikut:
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. Mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan.

. Membuat struktur hirarki yang diawali dengan tujuan, lalu kriteria, sub

Kriteria dan alternatif
Membuat tabel perbandingan berpasangan kriteria dan subkriteria.
. Menentukan bobot relatif masing-masing dengan membuat tabel penilaian

perbandingan berpasangan.

. Setelah pemberian bobot dilakukan uji konsistensi indeks dan rasio yang

dapat mengarah pada ketidakkonsistennan jawaban yang diberikan
responden yang dipilih.
o Amax - n
n—-1

di mana CI merupakan Consitency Index (rasio penyimpangan konsistensi),
Amax adalah nilai eigen terbesar dari matriks berodo n dan n merupakan
umlah elemen yang dibandingkan. Nilai CI nol jika terdapat standar dalam
menyatakan apakah Cl menunjukkan yang konsisten. Menurut Saaty jika
matriks yang dihasilkan dari perbandingan secara acak merupakan matriks
yang tidak konsisten sehingga didapatkan nilai Consistency Index atau
Random Index (RI). Untuk menentukan tingkat konsistensi dapat
membandingkan CI dan RI (Fahrozi, 2015).

CR=CI/RI

Definisi Operasional dan Pengukurannya
Definisi operasional merupakan definisi yang didasarkan pada sifat-
sifat yang didefinisikan yang dapat diamati (observasi). Definisi operasional

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

3.5.1 Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi daerah adalah proses pengelolaan sumber
daya yang ada dan membentuk kemitraan pemerintah daerah dengan
sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang
kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat

(Arsyad, 1999:298). Pembangunan ekonomi daerah dalam penelitian ini
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diukur dengan indikator perkembangan PDRB berdasarkan harga berlaku
dari tahun ke tahun yang dinyatakan dalam bentuk persen.
a. Produk Domestik Regional Bruto
Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai tambah atas
dasar harga dasar atas barang dan jasa berbagai unit berbeda dalam
suatu daerah dengan jangka waktu tertentu ditambah pajak atas produk
neto yang dihasilkan berbagai unit produksi (BPS, 2017).
b. Sektor Ekonomi
Sektor ekonomi dalam penelitian ini diukur dengan indikator subsektor
ekonomi. Sektor ekonomi terdiri dari 17 sektor yaitu:
1) Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan
2) Sektor pertambangan dan penggalian
3) Sektor industri pengolahan
4) Sektor listrik dan gas
5) Sektor pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang
6) Sektor kontruksi
7) Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda
motor
8) Sektor transportasi dan pergudangan
9) Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum
10) Sektor informasi dan komunikasi
11) Sektor jasa keuangan dan asuransi
12) Sektor real estate
13) Sektor jasa perusahaan
14) Sektor administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib
15) Sektor jasa pendidikan
16) Sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial
17) Sektor jasa lainnya.
c. Sektor Potensial
Sektor potensial atau sektor unggulan merupakan sektor yang

memiliki keunggulan atau relatif lebih besar dari sektor lain dalam
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wilayah tersebut (Elysanti, 2015). Sektor potensial dalam penelitian ini
diukur dengan indikator sektor basis dan sektor non basis.
1) Sektor basis
Sektor basis adalah semua kegiatan yang menghasilkan pendapatan
untuk daerahnya dengan menjual hasil produk atau jasa.
2) Sektor non basis
Sektor non basis adalah semua kegiatan yang dihasilkan untuk
masyarakat dalam ruang lingkup daerah itu saja.
3.5.2 Daya Saing
Daya saing adalah kemampuan menawarkan produk dan layanan
yang memiliki standar kualitas, harga pasar dan nilai baik untuk
mendapatkan keuntungan sebagai pengganti sumber daya alam (Satryana
dan Karmini, 2016). Daya saing dalam penelitian ini diukur dengan
indikator keunggulan komparatif dan keunggulan absolut.
a. Keunggulan komparatif
Keunggulan komparatif adalah kemampuan produsen dalam
menghasilkan produk dengan biaya relatif lebih rendah dari produsen lain.
b. Keunggulan absolut
Keunggulan abssolut adalah kemampuan produsen dalam
menghasilkan lebih banyak barang atau jasa dibandingkan produsen yang
lain dengan jumlah sumber daya yang sama.
3.5.3 Kebijakan
Kebijakan adalah langkah untuk mengatasi masalah yang diambil
oleh pihak berwenang. Penelitian ini kebijakan digunakan untuk
mendukung daya saing sektor potensial dalam perdagangan antar daerah di
Kabupaten Jember. Kebijakan dalam penelitian ini diukur dengan kebijakan
kerja sama antar daerah. Penelitian ini kebijakan antar daerah yang
digunakan ada 3, yaitu UU No 24 Tahun 2004 pasal 363, PP No 50 Tahun
2007 pasal 4 dan PP No 38 Tahun 2007 pasal 2 ayat 2.
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BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Hasil penelitian yang telah dilakukan menghasilkan beberapa
kesimpulan, antara lain:

1. Subsektor yang memiliki potensi pertumbuhan cepat di masa yang akan
datang adalah sub sektor tanaman holtikultura, tanaman perkebunan dan
jasa pertanian dan perburuan. Sedangkan sub sektor yang memiliki
potensi pertumbuhan lambat adalah tanaman pangan, perternakan,
kehutanan dan perikanan serta sub sektor pertambangan bijih logam.
Subsektor yang memiliki potensi pertumbuhan cepat adalah subsekor
dari sektor pertanian hal tersebut dikarenakan sektor pertanian di
Kabupaten Jember lebih dominan dari pada sektor lain dan luas lahan
pertanian yang luas menjadi salah satu faktor subsektor pertanian
memiliki potensi pertumbuhan cepat.

2. Jenis komoditi pada sub sektor tanaman perkebunan adalah tembakau,
coklat dan karet. Komoditi tersebut yang memiliki daya saing paling
tinggi adalah tembakau dengan nilai 5,45 dan diikuti oleh karet sebesar
0,74 dan coklat 0,01.

Komoditi tembakau merupakan komoditi yang memiliki tingkat daya
saing paling tinggi dari pada komoditi lain hal tersebut dikarenakan luas
tanaman perkebunan, produksi dan ekspor tembakau yang sangat banyak.
Daya saing tinggi tersebut juga dipengaruhi karena tembakau merupakan
komoditi unggul Kabupaten Jember yang produktivitasnya tinggi dan

memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi daerah.
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3. Alternatif yang memiliki prioritas tertinggi adalah alternatif kebijakan
kerja sama antar daerah.
Kerja sama antar daerah memiliki nilai prioritas paling tinggi
dikarenakan kerja sama antar daerah membantu suatu daerah memiliki
hubungan kemitraan dalam perdagangan antar daerah sehingga dengan
strategi peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya
alam, promosi potensi daerah dan pemasaran produk akan
mengalokasikan dengan maksimal untuk membantu dalam peningkatan
produktivitas sektor potensial dan dapat bersaing sehingga menguasai

pangsa pasar.

5.2 Saran
Hasil penelitian ini jJuga memberikan saran diantaranya, yaitu:

1. Peneliti selanjutnya diharapkan lebih memperhatikan data yang akan
digunakan terlebih dahulu agar tidak menghambat dalam proses analisis
data.

2. Peneliti selanjutnya diharapkan memperluas dalam pemilihan responden
sehingga hasil analisis data lebih baik dan akurat.

3. Pemerintah diharapkan untuk lebih mendorong program kemitraan
antara petani dan industri.

4. Pemerintah diharapkan meningkatkan bantuan subsidi bagi petani
tembakau untuk membantu produktivitas tembakau.

5. Pemerintah daerah diharapkan meningkatkan investasi untuk

keberhasilan peningkatan daya saing sektoral di Kabupaten Jember.
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LAMPIRAN
Lampiran 1.1 PDRB Kabupaten Jember

Lapangan Usaha 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
10.64 11.88 13.13 13.99 15.55 17.28 18.88 19.604,90
3,30 5,90 5,50 2,60 3,80 2,60 6,40

2 Pertambangan dan Penggalian
1.887, 2.057, 2.146, 2226, 2.357, 2533, 2.779, 2.987,50
70 50 60 90 10 20 60
3 Industri Pengolahan
6.900, 7.587, 8.601, 8983, 10.03 1119 1221 13.417,00
60 90 80 60 9,20 8,00 8,90
4 Pengadaan Listrik dan Gas
1720 17,60 1820 1890 21,80 24,30 27,20 32,40
5 Pengadaan Air, Pengolahan Sampah,
Limbah 21,50 23,10 2590 2940 3300 36,20 40,00 43,80
6 Kontruksi
2.103, 2401, 2.602, 3.087, 3.708, 4.148, 4.721, 5.273,60
40 40 80 20 80 50 50
7 Perdagangan Besar dan Eceran,
Reparasi Mobil 3.989, 4.333, 4.770, 5.467, 6.266, 7.096, 8.081, 9.006,20
30 40 10 70 00 90 00
8 Transportasi dan Pergudangan
469,0 5200 5748 6763 7968 907,8 1.032, 1.161,60
0 0 0 0 0 0 60
9 Penyediaan Akomodasi dan Makan
Minum 6734 7246 8454 9431 1.057, 1207, 1.405, 1.571,20
0 0 0 0 60 10 00
10 Informasi dan Komunikasi
2.059, 2.290, 2437, 2706, 2949, 3.358, 3.779, 4.149,50
50 40 60 90 30 70 50
11 Jasa Keuangan dan Asuransi
6758 7725 927,66 1.058, 1.177, 1320, 1.487, 1.600,30
0 0 0 40 40 30 60
12 Real Estate
436,7 4975 5549 26,09 7101 7884  868,3 929,50
0 0 0 0 0 0
13 Jasa Perusahaan
98,30 1138 1285 1539 1738 1934 2157 238,50
0 0 0 0 0 0
14 Adm. Pemerintah, Pertahanan dan
Jaminan Sosial Wajib 1179, 1.354, 1514, 1647, 1.827, 1981, 2.197, 2.335,70
60 40 10 80 70 50 40
15 Jasa Pendidikan

1.608, 1.873, 2.275, 2594, 2994, 3.250, 3.621, 3.880,50
40 50 70 60 80 10 50

16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
2153 2594 296,1 3529 3654 4170 4641 515,30
0 0 0 0 0 0 0

17 Jasa Lainnya
395,7 4456 4708 5152 5694 6333 6874 728,50
0 0 0 0 0 0 0

PDRB KABUPATEN JEMBER
3337 3715 4132 4448 5060 56.37 62.51 67.476,00
4,70 8,50 6,40 1,49 2,00 7,30 3,70
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Lampiran 1.2 PDRB Provinsi Jawa Timur
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Lapangan Usaha 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 Pertanian, Kehutanan dan
Perikanan 13350 146.76 168.23  186.03 208.61 230.94 24945 258.428,1
4,56 8 2 8 3 2 7 0
2 Pertambangan dan Penggalian
54.020 65.699, 66.133, 73.777, 78.535,  66.526, 69.900, 80.846,20
,53 30 80 30 10 20 30
3 Industri Pengolahan
292,70 326.62 365.69 397.99 44527 495.75 536.44 586.258,6
8,39 8 4 7 9 1 2 0
4 Pengadaan Listrik dan Gas
4491, 56173 6.016,4 5.168,1 56123 59485 6.2044 6.675,20
98 0 0 0 0 0 0
5 Pengadaan Air, Pengolahan
Sampah, Limbah 1.075, 11786 12645 13675 14345 15734 1.7051 1.853,10
88 0 0 0 0 0 0
6 Kontruksi
89.693 101.26 114.63 12749 14588 160.49 180.54  197.699,0
03 2 4 8 4 6 9 0
7 Perdagangan Besar dan Eceran,
Reparasi Mobil 17475 20138 220.63 24474 266.73 297.61 333.99 367.1852
5,50 0 3 3 4 6 6 0
8 Transportasi dan Pergudangan
27.082 31.264, 35.923, 42435, 50.000, 56.632, 62.775, 69.176,40
43 20 70 20 70 80 40
9 Penyediaan Akomodasi dan
Makan Minum 47.096 53.614, 60.141, 67.904, 79.946, 91.476, 104.98 116.058,3
42 10 30 50 80 30 2 0
10 Informasi dan Komunikasi
47548 52.160, 59.013, 66.085, 69.883, 77.087, 85.149, 92.928,70
21 60 50 80 10 40 80
11 Jasa Keuangan dan Asuransi
22.070 25503, 30.517, 36.441, 41.204, 46.388, 51.575, 55.033,10
,51 90 50 10 80 50 90
12 Real Estate
16.306 18.428, 20.116, 22.540, 24.123, 27.560, 29.907, 32.080,20
,30 30 90 30 30 80 40
13 Jasa Perusahaan
7.774, 8.651,3 9.596,7 10.904, 12177, 13538, 14.894, 16.255,90
01 0 0 70 90 50 10
14 Adm. Pemerintah, Pertahanan
dan Jaminan Sosial Wajib 26.534 29.169, 33.140, 34.694, 35.658, 39.137, 43.157, 45.740,70
,09 30 70 80 50 40 20
15 Jasa Pendidikan
24944 28.004, 32.880, 37.680, 41.970, 46.006, 49.554, 52.974,10
,81 40 70 70 80 20 90
16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan
Sosial 5.408, 6.492,3 7.4558 84314 9.682,7 10.654, 11527, 12.611,70
94 0 0 0 0 10 50
17 Jasa Lainnya
15.633 16.753, 17.371, 18.791, 21.205, 24.140, 25.827, 27.395,10
,25 20 50 30 10 20 10
PDRB JAWA TIMUR
990.64 1.1185 1.248.7 13825 15379 1.6914 1.857.6 2.019.199
8,84 77,20 67,40 01,50 47,50 77,10 08,00 ,60
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Lampiran 1.3 Nilai Ekspor Berdasarkan Jenis Komoditi Kabupaten Jember

N Jenis Nilai
0 Komoditi 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 Karet 22.661.729,45| 30.643.042,08 | 18.006.303,17 15.618.000,00 11.652.303,3 -
2 Kopi 784.948,55 871.662,45 1.014.810,00 389.400,00 | 787.293,13 -
3 Coklat 76.048,88 1.987,50 27.444,38 513.700,00 | 1.039.198,74 -
4 | Tembakau 192.45;9.972, 146.24;.647,3 156.751.353.96 | 179.324.353,60 153.3%1.343, 129.8&'60.275,
,\TA 34.480.778,62| 65.566.463,51 |82.931.772,06 - -
b. Voor | 128.825.007,
Oogst 9 80.294.463,00 | 73.819.851,90 - -
c. Bohin 2.017.984,72| 380.720,88 - -
d. Na
Oogst+Vo | 6.343.721,14 - -
or Oogst
e.
Na 20.822.480,46 -
0ogs
5 Panili 138.000,00 225.000,00 228.960,00 150.000,00 - -
6 | Edamame 5.442.098,00| 7.194.852,20 | 7.901.000,00 7.981.968,00 5.923.025,00 | 8.843.676,00
7 Mukiname 1.187.717,24| 1.111.372,80 - - -
8 PBqtu 351.540,00 3.526.650.692, | 3.510.183.283 | 5.323.031.590 482.878.84 )
iring 00 , ,
Terong
9 Beku - 386.320,00
1 Meubel - - -
1| ok 351.540,00 |  765.184,00 1'845'Ef00'000 2300.193,00 | 2.203.354,00 | 2.309.193,00
1 Patun
2 g ) )
1 Scalpture - -
1 | Cocofiber - - - - - -
223.132.055, | 3.712.940.256, | 5.539.913.154 | 5.529.318.204 | 175.389.396, | 141.617.221,
JUMLAH
0 42 ! ] 3 0
No Jenis Komoditi 2016 s Komodit 2017
1 Karet 12.038.047,00 Karet 16.257.676,98
2 Kopi 247.571,40 Kopi 827.623,74
3 Coklat 547.582,13 Coklat 336.629,69
4 Tembakau 113.516.617,00 Tembakau 61.144.274,23
5 Panili - The 228.014,68
6 Edamame 9.907.494,00 Panili -
7 Mukiname - Edamame 11.146.963,04
8 Batu Piring Mukiname -
9 Terong Beku Batu Piring 364.623,81
10 Meubel - Terong Beku -
11 Okra 3.193.088,90 Meubel -
12 Garden Tile - Meubel Rotan 207.692,31
13 Patung Batu Okra 4.333.059,40
14 Scalpture Patung Batu -
15 Cocofiber Kerajinan Kayu 184.615,38
16 Buncis 533.961,00 Sabut Kelapa 55.769,23
Buncis Beku 704.535,00
Kripik Buah 55.384,62
Alat Musik Kayu 39.461,54
Jumlah | 139.984.415,43 96.886.323,65
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Lampiran 1.4 PDRB Sub Sektor Basis Kabupaten Jember
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Lapangan Usaha 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Rata-
Rata
Pertanian, Kehutanan dan 10.64 11.88 13.13 13.99 1557 1747 18.89 1960 1515 O,
Perikanan 3,30 6,00 5,50 2,60 3,70 1,40 7,30 4,80 0,58 26
1. Pertanian, Perternakan, 9647 1081 11.83 1258 1401 1573 1699 1750 13.64 O,
Perburuan dan Jasa ,50 3,70 4,00 4,20 6,00 7,00 3,60 3,10 1,14 23
a. Tanaman Pangan 2998 3301 3563 3.803 4.078 4589 4716 4819 3983, O,
40 ,30 ,80 ,50 ,00 ,90 ,90 ,50 91 07
b. Tanaman Holtikultura 1.021 1140 1161 1.233 1383 1550 1,787 1824 1330, O,
,80 ,80 ,00 ,50 ,90 ,50 4 40 84 02
¢. Tanaman Perkebunan 3.658 4149 4800 4998 5726 6443 7.011 7.325 5514, O,
,10 ,60 ,90 ,80 ,50 ,50 ,20 ,60 28 09
d. Perternakan 1.883 2.055 2178 2401 2660 2960 3272 3321 2591, O,
,70 ,70 ,90 ,90 ,90 ,10 ,90 ,20 91 04
e. Jasa Pertanian dan Perburuan 1125 121,3 1293 1466 166,1 1970 2052 2124 1613 O,
0 0 0 0 0 0 0 0 00
2. Kehutanan 299,0 3433 4336 4546 4828 5192 5672 6058 4631 O,
0 0 0 0 0 0 9 01
3. Perikanan 669,8 729,0 867,9 953,7 1.075 1215 1336 1496 1.042, O,
0 0 0 0 ,00 ,30 ,50 ,00 90 02
Pertambangan dan Penggalian 1.887 2057 2146 2226 2357 2532 2789 2987 2373, O,
70 ,50 ,60 ,90 ,10 ,20 ,60 ,50 14 04
1. Pertambangan Minyak, Gas — —_ S — — —= = S = -
dan Panas Bumi —
2. Pertambangan Batubara dan S — S - — S S = T n —
Lignit —
3. Pertambangan Bijih Logam 9,10 10,30 10,40 10,70 10,90 10,20 113 1195 10,61 O,
00
4. Pertambangan dan Penggalian 1878 2047 2136 2216 2346 2522 2778 2975 2362, O,
,60 ,30 ,20 ,30 ,20 ,10 ,30 ,50 56 04
Informasi dan Komunikasi 2059 2290 2437 2706 2920 3.343 3.779 4149 2960, O,
,50 40 ,70 ,90 ,60 ,50 ,50 ,50 95 05
Adm Pemerintahan, Pertahanan 1179 1354 1514 1647 1804 1998 2197 2335 3457, O,
& Jaminan Sosial Wajib ,70 ,50 1,10 ,80 ,30 ,50 40 ,70 38 06
Jasa Pendidikan 1608 1.837 2275 2594 2989 3248 3621 3.880 2757, O,
,50 ,60 ,70 ,60 ,80 ,60 ,50 ,40 09 05
Jasa Kesehatan dan Kegiatan 2153 2595 296,2 3259 3735 4270 4641 5152 3595 0,
Sosial 0 0 0 0 0 0 9 01
Rata-Rata PDRB Subsktor Basis 2485 2774 3909 3.268 3.622 4.047 4576 4.598 58.16
Kabupaten Jember 78 ,86 ,30 ,66 83 ,88 17 ,03 1,35
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Lampiran 1.5 PDRB Sub Sektor Provinsi Jawa Timur

76

Lapangan Usaha 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Rata-
Rata
A Pertanian, Kehutanan dan 1335 148.7 1682 186.0 2086 2309 2494 2584 1979 O,
Perikanan 0450 68,80 3260 3830 13,60 42,50 57,20 28,10 98,20 2
3
1. Pertanian, Perternakan, 1086 1213 1341 1466 1628 1796 1945 1974 1556 O,
Perburuan dan Jasa 72,30 26,70 8480 3510 7690 4850 03,30 51,00 62,33 1
8
a. Tanaman Pangan 46.01 5037 56.48 62.03 6733 7492 8185 78.74 6472 O,
0,20 9,80 4,20 2,00 0,50 1,10 9,70 9,90 0,93 0
8
b. Tanaman Holtikultura 1337 1493 1527 16.02 18.02 2009 2273 2373 18.02 O,
2,80 1,60 8,20 3,00 5,90 7,70 2,50 2,70 4,30 0
2
¢. Tanaman Perkebunan 20.78 2365 2683 2877 3296 3591 3732 3763 3048 O,
5,10 2,40 6,30 5,00 1,90 0,30 1,00 0,20 4,03 0
4
d. Perternakan 2699 30.71 3373 3776 4225 46.24 50.11 5446 4028 O,
6,40 3,40 5,70 1,10 4,00 2,20 2,10 1,30 4,53 0
5
e. Jasa Pertanian dan Perburuan  1.507, 1.649, 1.850, 2.044, 2.304, 2.447, 2.748, 2876, 2178, O,
60 50 40 00 60 30 00 80 53 0
0
2. Kehutanan 4.239, 4902, 6527, 7.299, 8.262, 9.203, 9.010, 9.984, 7.428, O,
60 10 00 20 70 50 80 10 63 0
1
3. Perikanan 2059 2254 2752 3210 3747 4209 4594 5099 3490 O,
2,50 0,00 0,90 4,10 4,10 0,40 3,10 3,10 7,28 0
4
B Pertambangan dan Penggalian 5402 6569 66.13 7377 7853 6652 6990 80.84 6942 O,
0,50 9,30 3,80 7,30 5,10 6,20 0,30 6,20 9,84 0
8
1. Pertambangan Minyak, Gas 36.92 47.01 4658 5319 5474 4042 4177 5054 4640 O,
dan Panas Bumi 7,20 9,40 5,50 5,00 1,60 8,90 9,40 0,10 2,14 0
6
2. Pertambangan Batubara dan 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 O,
Lignit 0
0
3. Pertambangan Bijih Logam 4333 5274 5434 5185 6308 5181 5293 557,3 5322 O,
6 0
0
4. Pertambangan dan 16.65 18.15 19.00 20.06 23.16 2557 2759 29.74 2249 0,
Penggalian 9,90 2,50 5,00 3,70 2,70 9,20 1,60 8,80 5,43 0
3
J Informasi dan Komunikasi 4754 5216 59.01 66.08 69.88 77.08 8514 9292 68.73 O,
8,20 0,60 3,50 5,80 3,10 7,40 9,80 8,70 2,14 0
8
O Adm Pemerintahan, Pertahanan 2653 2916 3314 3469 3565 39.13 4315 4574 3590 O,
& Jaminan Sosial Wajib 4 9,30 0,70 4,80 8,50 7,40 7,20 0,70 4,08 0
4
P Jasa Pendidikan 2494 2800 3283 3768 4197 46.00 4954 5297 3925 O,
4,80 4,40 0,70 0,70 0,80 6,20 4,90 4,10 0,83 0
5
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan 5408, 6.492, 7.455, 8431, 9628, 1065 1152 12,61 9.026, O,
Sosial 90 30 80 40 70 4,10 7,50 1,70 30 0
1
Rata-Rata PDRB Subsktor Basis ~ 32.67 37.00 40.85 4517 49.68 52.63 56.82 60.01 8434
Jawa Timur 5,43 4,97 6,03 5,50 4,19 5,61 5,98 4,16 61,73
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Lampiran 1.6 Data Ekspor Berdasarkan Jenis Komoditi Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Jember

Data Ekspor Jenis Komoditi Sub Sektor Basis Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2017 (US$)

KOMODI 201 201 201 201 201 201 201 201 X
Biji Coklat 110.328.870,00 42.820.110,00]  21.543.040,00{  31.553.330,00 132.105.617,00 238.702.359,00 312938 043.54 298.970.876,67 876.024.202,67
Karet Alam 15.412.979,00 5.662.917,00 994.698,00 1.689.803,00 406.263.718,00 332.898.208,00 321.542.210,21 446.102.231,45 1.530.566.764,66
Tembakau 68.253.586,00 54.756.993,00]  57.407.163,00{ 92.799.891,00 405.321.781,00 389.332.418,00 476.567.915,47 440.670.765,87 1.985.110.513,34
Jumlah 15.340.476.475,00{19.062.771.105,00{16.249.221.758,0|15.562.857.021,0! 18.767.262.207,00 17.120.185.401,00 18.953.016.809,00] 19.613.196.004,00 140.668.986.780,00

Data Ekspor Jenis Komoditi Sub Sektor Basis Kabupaten Jember Tahun 2010-2017 (US$)

KOMODITI 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Xij
Biji Coklat 76.048,88 1.987,50 27.444,38 513.700,00, 1.039.198,74 i 547.582,13 336.629,69 2.542.591,32
Karet Alam 22.661.729,45  30.643.042,08 18.006.303,17 15.618.000,00 11.652.303,34 - 12.038.047,00 16.257.676,98 126.877.102,02
Tembakau 192.489.972,91| 146.241.647,39 156.751.353,96 179.324.353,60 153.301.343,30 129.850.275,00 113.516.671,00 61.144.274,23 1.132.619.891,39
Jumlah 223.132.055,03] 3.712.940.256,42| 5.539.913.154,51| 5.529.318.204,60 175.389.396,35 141.617.221,00 139.984.415,43 96.886.323,65 15.559.181.026,99
KOMODITI Xiw/Xw Xij/Xj RCA Keterangan
Biji Coklat 0,0062276 0,0001634 0,026240 Daya saing lemah
Karet Alam 0,0108806 0,0081545 0,7494499 Daya saing lemah
Tembakau 0,0141119 0,0727943 5,1583537 Daya saing kuat
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Lampiran 1.7 Kuesioner

Nama lengkap
Jabatan

No. HP/Telp
Alamat

Pendidikan terakhir

Data Responden

78

Tanda tangan
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KUESIONER ANALITICAL HIERARCHI PROCESS (AHP) BAGI
RESPONDEN DALAM PENENTUAN KEBIJAKAN PENINGKATAN
DAYA SAING SEKTORAL DI KABUPATEN JEMBER TAHUN 2009-2017

Struktur hirarki dalam pengisian kuesioner berikut terdiri dari :

1) Level pertama adalah tujuan atau goal yakni kebjakan peningkatan daya saing
sektoral di Kabupaten Jember Tahun 2009-2017.

2)

3)

4)

Level kedua adalah kriteria yang digunakan dalam menentukan kebijakan, yang

terdiri dari:

a. Kelayakan administratif yaitu kemampuan pemerintah daerah dalam
mengalokasikan kebijakan agar dapat memberikan manfaat bagi daerah dan
masyarakat.

b. Kelayakan teknis yaitu kemampuan kinerja program kebijakan dapat
berlangsung di suatu daerah.

c. Kelayakan ekonomi dan finansial yaitu kemampuan kebijakan dalam
menyeimbangan pengeluaran dan pemasukan pendapatan daerah.

d. Kepentingan Publik yaitu bagaimana dampak kebijakan bagi kesejahteraan

masyarakat.

Level ketiga adalah subkriteria yang merupakan bagian dari kriteria digunakan
dalam menentukan kebijakan, yang terdiri dari:

al.
az2.
b1.
b2.
cl.
c2.
di.
d2.

Otoritas pemerintah daerah
Implementasi regulasi

Efektivitas

Daya saing komoditas

Efisiensi biaya (dana)

Pendapatan daerah

Kesejahteraan

Pemerataan pembangunan ekonomi

Tingkatan keempat adalah alternative yang merupakan kebjakan peningkatan daya
saing sektoral berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah.

Kebjakan peningkatan daya saing sektoral dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut.

a.

Kerja sama antar daerah
Kebijakan ini didasarkan pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah Pasal 363 yang berbunyi:
(1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat
mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan
efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling

menguntungkan.

79


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

80

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
oleh daerah dengan: a. daerah lain; b. pihak ketiga; c. lembaga
atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Kerja sama dengan daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a dikategorikan menjadi kerja sama wajib dan kerja
sama sukarela.

b. Penguatan fiskal dan moneter
Kebijakan ini didasarkan pada PP Nomor 38 tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Pasal 2 ayat
2 yang berbunyi:

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi politik luar negeri,

pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta
agama.
c. Pelayanan publik
Kebijakan ini didasarkan pada PP Nomor 50 tahun 2007 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah Pasal 4 yang berbunyi:

Objek kerja sama daerah adalah seluruh urusan pemerintah yang

telah menjadi kewenangan daerah otonom dan dapat berupa

penyediaan pelayanan publik.
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81

Berikut susunan struktur AHP mengenai penentuan kebijakan yang mendukung

daya saing sektor potensial di Kabupaten Jember.

Kebijakan Peningkatan
Dava Saina Sektoral

|

v
Kelayakan Kelayakan
Administratif Teknis
Otoritas Efektivitas
Pemerintah
A
Implementasi Daya Saing
Regulasi Komoditas

>

Kelayakan Kepentingan
Ekonomi dan Publik
Finansial
Y
Efisiensi Biaya Kesejahteraan
(DTa)
Pendapatan Pemerataan
Daerah Pembangunan
Ekonomi

A 4

Kerja Sama Antar

Daerah
|

\ 4

Penguatan Fiskal
dan Moneter

Pelayanan Publik

v

UU No 23 Tahun
2014 Pasal 363

A

PP No 38 Tahun 2007
Pasal 2 Ayat 2

v

PP No 50 Tahun
2007 Pasal 4
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)
Peningkatan Daya Saing
Sektoral
I
Kerja Sama E?snlgatjlaé:?l Pelayanan
Antar Daerah Publik
a Moneter U
_I_J _I_J
[ I | [ I | [ I |
A A @, ) P ) A
Peningkatan
efesiensi dan Promosi potensi Pemasaran Peningkatan Peningkatan Pemberian e Perluasan Pelatihan
efektifitas daerah produk investasi ekspor subsidi lapangan kerja keterampilan
pengelolaan SDA | e § ) L )
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Petunjuk pengisian kuesioner AHP

83

Intensitas Definisi Penjelasan
pentingnya

1 Sama penting A dan B sama penting

3 Sedikit lebih penting A sedikit lebih penting dari B

5 Agak lebih penting A agak sedikit penting dari B

7 Jauh lebih penting A jauh lebih penting dari B

9 Mutlak lebih penting A mutlak lebih penting dari B

Nilai antara angka diatas Ragu-ragu dalam menentukan skala
2,4,6,8 missal 6 antara 5 dan 7

Reciprocal Jika A/B=9 maka Asumsi masuk akal

B/A=1/9

Setiap responden memilih jawaban dengan membandingkan tingkat prioritas kepentingan
(antara 1 sampai dengan 9) dari kedua kriteria dengan memberi tanda silang (X) pada salah
satu kolom bobot nilai tersebut, seperti contoh dibawabh ini:

Manakah yang lebih prioritas atas pilihan di bawah ini?

Krit Krit
eria 9 87654 X|[2|1]2|3[4|5|6|7|8|9] eria
a b
Krit Krit
eria 9 8|7|6|5|4|3|2|1|2|3]|4 X 67|89/ eria
a c

Jawaban : untuk baris pertama, jika kriteria a lebih penting dari b dengan bobot 3, artinya
kriteria a “sedikit lebih penting” di bandingkan dengan pilihan b, untuk baris kedua, jika

kriteria ¢ lebih penting dari kriteria dari a dengan bobot 5, artinya kriteria ¢ “kuat

pentingnya” di bandingkan kriteria
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Kelayakan
Administratif

KUESIONER

Kebijakan Peningkatan
Daya Saing Sektoral

84

Kelayakan
Teknis

Kelayakan Ekonomi

dan Finansial

Kepentingan
Publik

Dari gambar diatas membandingkan antara masing-masing kriteria dalam menentukan
kebijakan peningkatan daya saing sektoral menurut bapak/ibu kriteria manakah yang paling
prioritas/paling penting dalam memilih kebijakan tersebut? (bandingkan beberapa kriteria
pada kolom 1 dengan beberapa kriteria pada kolom 2).

Kriteria Kriteria
prioritas prioritas
kebijakan kebijakan
peningkatan peningkatan
daya saing daya saing
sektoral sektoral
Kelayakan 9 6 |5 |4 112 (3 8 | 9 | Kelayakan
Administratif Teknis
Kelayakan 9 6 |5 |4 112 (3 8 | 9 | Kelayakan
Administratif Ekonomi
dan
Finansial
Kelayakan 9 6 |5 |4 112 (3 8 | 9 | Kepentingan
Administratif Publik
Kelayakan 9 6 |5 |4 112 |3 8 | 9 | Kelayakan
Teknis Ekonomi
dan
Finansial
Kelayakan 9 6 |5 |4 112 (3 8 | 9 | Kepentingan
Teknis Publik
Kelayakan 9 6 |5 |4 112 (3 8 | 9 | Kepentingan
Ekonomi dan Publik
Bisnis
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Kelayakan
Administratif

Otoritas
Pemerintah

Implementasi Regulasi

85

Dari gambar diatas membandingkan antar subkriteria kelayakan administratif, menurut
bapak/ibu manakah subkriteria yang lebih prioritas? (bandingkan subkriteria pada kolom 1

dengan subkriteria pada kolom 2).

Subkriteria Subkriteria
prioritas prioritas
Kelayakan Kelayakan

Administratif

Administratif

Otoritas 8 |7 |6 32|12 (3|45 |6 |7 Implementasi
Pemerintah Regulasi
Kelayakan
Teknis
Efektivitas Daya Saing

Komoditas

Dari gambar diatas membandingkan antar subkriteria kelayakan teknis, menurut bapak/ibu
manakah subkriteria yang lebih prioritas? (bandingkan subkriteria pada kolom 1 dengan

subkriteria pada kolom 2).

Subriteria Subkriteria
prioritas prioritas
kelayakan kelayakan
teknis teknis
Efektivitas 8 |7 |6 3 (2|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 Daya saing
komoditas
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Kelayakan Ekonomi
dan Finansial

/

Efisiensi Biaya (DANA)

™~

Pendapatan Daerah

86

Dari gambar diatas membandingkan antar subkriteria kelayakan ekonomi dan finansial,
menurut bapak/ibu manakah subkriteria yang lebih diprioritaskan? (bandingkan subkriteria
pada kolom 1 dengan subkriteria pada kolom 2).

Subkriteria Subkriteria
prioritas prioritas
Kelayakan Kelayakan
Ekonomi Ekonomi
dan dan
Finansial Finansial
Efisiensi 514 |3 1121|3415 1|6 |78 Pendapatan
Biaya Daerah
(dana)

Kepentingan Publik

AN

i

Kesejahteraan

Pemerataan

Pembangunan Ekonomi

Dari gambar diatas membandingkan antar subkriteria kepentingan publik, menurut
bapak/ibu manakah subkriteria yang lebih diprioritaskan? (bandingkan beberapa
subkriteria pada kolom 1 dengan beberapa subkriteria pada kolom 2).

Subkriteria Subkriteri
prioritas a prioritas
kepentingan kepenting
publik an publik
Kesejahteraan 514 |3 112 (3|4 |5 |6 |78 Pemerataa
n
pembangu
nan
ekonomi
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Kerja Sama
Antar Daerah

Kelayakan

Penguatan Fiskal dan

Moneter

87

Pelayanan
Publik

Dari gambar diatas membandingkan antar masing-masing kebijakan, menurut bapak/ibu
manakah kebijakan yang di prioritaskan/diunggulkan dalam kelayakan administratif di
Kabupaten Jember? (bandingkan beberapa alternatif pada kolom 1 dengan beberapa

alternatif pada kolom 2).

Alternatif Alternatif
prioritas prioritas
kelayakan kelayakan
administratif administratif
Kerja sama Penguatan

antar 8| 7 3|2 1] 2 6|7 ]| 8 fiskal dan
daerah moneter
Kerja sama Pel
antar 9|87 32|12 6|78 elayangy
publik
daerah
Penguatan Pelavanan
fiskaldan | 9 | 8 | 7 312|112 6718 A
publik
moneter
Otoritas
\ 4
Kerja Sama Penguatan Pelayanan
Antar Fiskal dan Publik
Daerah Moneter

Dari gambar diatas membandingkan antar masing-masing kebijakan, menurut bapak/ibu
manakah kebijakan yang di prioritaskan/diunggulkan dalam otoritas pemerintah di
Kabupaten Jember? (bandingkan beberapa alternatif pada kolom 1 dengan beberapa

alternatif pada kolom 2).

Alternatif Alternatif
prioritas prioritas
otoritas otoritas

pemerintah pemerintah

Kerja Penguatan
samaantar | 9 | 8 | 7 312112 6|78 fiskal dan
daerah moneter
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88

Kerja Pelavanan
samaantar | 9 | 8 | 7 | 6 403|212/ 3 6|7 elayana
publik
daerah
Penguatan Pelavanan
fiskaldan | 9 | 8| 7|6 4132123 6|7 ya
publik
moneter
Implementasi Regulasi
\ 4
Kerja Sama Penguatan Pelayanan
Antar Daerah Fiskal dan Publik
Moneter

Dari gambar diatas membandingkan antar masing-masing kebijakan, menurut bapak/ibu
manakah kebijakan yang di prioritaskan/diunggulkan dalam kemampuan pemerintah
Kabupaten Jember? (bandingkan beberapa alternatif pada kolom 1 dengan beberapa
alternatif pada kolom 2).

Alternatif Alternatif
prioritas prioritas
implementasi implementasi
regulasi regulasi
Kerjasama | 9 | 8 | 7 | 6 413 12(1]2 6|7 Penguatan

antar fiskal dan
daerah moneter
Kerjasama | 9 | 8 | 7 | 6 4 193 (W2 [#1f] 2 6|7 Pelayanan
antar publik
daerah
Penguatan 9|18|7]|6 4 131212 6 | 7 Pelayanan
fiskal dan publik
moneter
Kelayakan
Teknis
\ 4
Kerja Sama Penguatan Pelayanan
Antar Fiskal dan Publik
Daerah Moneter

Dari gambar diatas membandingkan antar masing-masing kebijakan, menurut bapak/ibu
manakah kebijakan yang di prioritaskan/diunggulkan yang memiliki kelayakan teknis di
Kabupaten Jember? (bandingkan beberapa alternatif pada kolom 1 dengan beberapa
alternatif pada kolom 2).
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Alternatif Alternatif
prioritas prioritas
kelayakan kelayakan
teknis teknis
Kerja Penguatan
Sart”a 9|87 3212 567 fiskal dan
antar moneter
daerah
Kerja
sama 9l8l7 312112 5067 Pelaya_nan
antar publik
daerah
Penguatan
fiskaldan | 9 | 8 | 7 3(2)1]2 5|67 Pelayanan
publik
moneter
Efektivitas
\ 4

Kerja Sama Penguatan Pelayanan

Antar Fiskal dan Publik

Daerah Moneter

Dari gambar diatas membandingkan antar masing-masing kebijakan, menurut bapak/ibu
manakah kebijakan yang di prioritaskan/diunggulkan dalam efektivitas di Kabupaten
Jember? (bandingkan beberapa alternatif pada kolom 1 dengan beberapa alternatif pada

kolom 2).

Alternatif Alternatif
prioritas prioritas
efektivitas efektivitas

Keria Penguatan
2?:;? 9|87 3212 5|67 fiskal dan
moneter
daerah
Kerja
sama Pelayanan
antar | 0| 8|7 °8 2 | e S publik
daerah
P.e nguatan Pelayanan
fiskaldan | 9 | 8 | 7 312 (1] 2 51167 blik
moneter pu
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/w

Kerja
Sama
Antar

Daya Saing

y\

Pengu Pelaya
atan nan
Fiskal Publik

90

Dari gambar diatas membandingkan antar masing-masing kebijakan, menurut bapak/ibu
manakah kebijakan yang di prioritaskan/diunggulkan yang memiliki daya saing komoditas
di Kabupaten Jember? (bandingkan beberapa alternatif pada kolom 1 dengan beberapa
alternatif pada kolom 2).

Alternatif Alternatif
prioritas prioritas
daya daya
saing saing
komoditas komoditas

Kerja
sarr{a Penguatan
S 9|8 |7|6|5|4|3|2(1|2|3|4|5|61|7]|8]|9 /| fiskaldan
moneter
daerah
Kerja
sama | g | g 7016 |5|al3|2|1]2]|3|a|5]|6|7]|8]|o|Pelayanan
antar publik
daerah
Penguatan
fiskaldan | 9 | 8 | 7|6 |5]|4|3|2|1|2|3|4|5|6|7]|8]09 Pe'ﬁm‘fn
moneter P
Efisiensi Biaya
(Dana)
: Y~ e J V. - A~ 7l |
1| Kerja Pengua Pelaya :
1l Sama tan nan
1| Antar Fiskal Publik :
I Daera dan |
1 Monete
h 1
1 r 1
1

Dari gambar diatas membandingkan antar masing-masing kebijakan, menurut bapak/ibu
manakah kebijakan yang di prioritaskan/diunggulkan yang memiliki efisiensi biaya di
Kabupaten Jember? (bandingkan beberapa alternatif pada kolom 1 dengan beberapa
alternatif pada kolom 2).
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Alternatif prioritas Alternatif prioritas
pendapatan daerah pendapatan daerah
Kerja sama antar 7165 3lol1l2l3lalslel7]slo Penguatan fiskal dan
daerah moneter
Kerja sama antar 71615 3l21]2|3|4|5|6|7]|8|9]| Pelayananpublik
daerah
Penguatan fiskal dan 7165 3|2/1]2|3|4a|5|6|7|8]|09]| Pelayananpublik
moneter
Pendapatan
Daerah
v
Kerja Sama Penguatan Pelayanan
Antar Daerah Fiskal dan Publik
Moneter

Dari gambar diatas membandingkan antarTmasmg-masing KeoTjarart, T

renurut bapak/ibu

manakah kebijakan yang di prioritaskan/diunggulkan yang memiliki pendapatan daerah di
Kabupaten Jember? (bandingkan beberapa alternatif pada kolom 1 dengan beberapa
alternatif pada kolom 2).

Alternatif Alternatif
prioritas prioritas
efisiensi efisiensi

biaya biaya
(dana) (dana)
Keria Penguatan
Sa't“a 7165 2(1]2|3|4|5|6|7]|8]| 9] fiskaldan
Qlar moneter
daerah

Kerja

Saneg 7016|5 2l1]2]3|4|5|6]|7|8]|g | Pelayanan
antar publik
daerah

Penguatan

fiskal dan 7165 2l1|2|3|a|5|6|7]|s]|g |Pelavanan

publik
moneter
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Kerja
Sama
Antar
Daer

Al

Kepentingan
Puihlik

\ 4
Pengu
atan
Fiskal
dan
Mone

Pelay
anan
Publi

92

Dari gambar diatas ini membandingkan antar masing-masing kebiajkan, menurut bapak/ibu
manakah kebijakan yang di prioritaskan/diunggulkan memiliki kepentingan publik di
Kabupaten Jember? (bandingkan beberapa alternatif pada kolom 1 dengan beberapa

alternatif pada kolom 2).

Alternatif Alternatif
prioritas prioritas
kepentingan kepentingan
publik publik
Kerja Penguatan
samaantar | 9 | 8 | 7 413211 6|7 fiskal dan
daerah moneter

Kerja
samaantar | 9 | 8 | 7 40321 6|7 Pelayengy
publik
daerah
Penguatan Pelayanan
fiskaldan | 9 | 8 | 7 413|211 6|7 publik
moneter
Kesejahteraan
) 4
Kerja Pengu Pelay
Sama atan anan
Antar Fiskal Publi
Daer dan k
Mone
ah

Dari gambar diatas ini membandingkan antar masing-masing kebijakan, menurut bapak/ibu
manakah kebijakan yang di prioritaskan/diunggulkan memiliki kesejahteraan di Kabupaten
Jember? (bandingkan beberapa alternatif pada kolom 1 dengan beberapa alternatif pada

kolom 2).
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Alternatif Alternatif
prioritas prioritas
kesejahteraan kesejahteraan
Kerja sama Penguatan
antar 9(8|7|6|5|4|3|2|1|2|3|4|5|6]|7]|8 fiskal dan
daerah moneter

Kerja sama Pel
antar 9|8 |7|6|5|4[3|2]1]2|3|4|5|6]|7]8 elayanan
publik
daerah
Penguatan
fiskaldan | 9 | 8|7 |6|5|4|3|2|1]|2|3|4|5]|6]|7]|8 Pelayanan
publik
moneter
Pemerataan Pembangunan Ekonomi
A 4
Kerja Peng Pelay
Sama uatan anan
Anta Fiskal Publi
dan k

Dari gambar diatas ini membandingkan antar masing-masing kebijakan, menurut bapak/ibu
manakah kebijakan yang di prioritaskan/diunggulkan memiliki pemerataan pembangunan
ekonomi di Kabupaten Jember? (bandingkan beberapa alternatif pada kolom 1 dengan
beberapa alternatif pada kolom 2).

Alternatif Alternatif
prioritas prioritas
pemerataan pemerataan
pembangunan pembangunan
ekonomi ekonomi

; Penguatan
(erja dsam"’r‘] ols|7|6|5|a|3|2|1]|2|3|4|5|6]|7]s8 fiskal dan
antar daeral moneter
Kerja sama Pelayanan
antar daerah A UA Y 5% s ¢ AR publik
Penguatan Pelavanan
fiskaldan | 9|8 |7 |6 |54 |3|2|1]|2|3|4|5|6|7]|38 yal
publik
moneter

Kebijakan Peningkatan Daya
Saing Sektoral

A 4

Penguatan Fiskal
dan Moneter

Kerja Sama
Antar Daerah

Pelayanan
Publik
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Dari gambar diatas ini membandingkan antar masing-masing kebijakan, menurut bapak/ibu
manakah kebijakan yang di prioritaskan/diunggulkan sebagai kebijakan kerja sama antar
daerah di Kabupaten Jember? (bandingkan beberapa alternatif pada kolom 1 dengan
beberapa alternatif pada kolom 2).

?)Irti?)rr?g;f Alternatif
o prioritas
eian
sarrj1a Sama
antar antar
daerah daerah
Kerja
sama Penguatan
t 9|!8|7|6|5|4|3|2(1|2|3|4|5|61|7]|8]|9 /| fiskaldan
antar moneter
daerah
Kerja
sama Pelayanan
7 .
fitar 9|18| 7|6 |54 |3|2|1|2|3|4|5]|6 819 publik
daerah
Penguatan
fiskaldan | 9 |8 | 7|6 |5|a|3|2|1]2]3|a|5|6|7]|s]g|Pelavanan
publik
moneter
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Lampiran 1.8 Pengujian Analisis AHP

Kriteria

Responden 1 Responden 2 Responden 3 Responden 4 Reponden 5
c Ka | Kt | Kf | Kp c Ka | Kt | Kf | Kp c Ka | Kt | Kf | Kp c Ka | Kt | Kf | Kp c Ka | Kt | Kf | Kp
dm ek in ub dm | ek in ub dm ek in ub dm ek in ub dm ek in ub
Kad | 1,0 | 01 |01 | 7,0 Kad | 10 | 01 | 0,1 | 40 Kad | 1,0 | 01 | 01 | 01 Kad | 1,0 | 01 | 0,1 | 0,2 Kad | 1,0 | 10 | 30 | 3,0
m 0 2 4 0 m 0 4 4 0 m 0 4 7 7 m 0 4 4 0 m 0 0 0 0
Kte | 80 | 10 | 01 | 7,0 Kte | 70 | 1,0 | 0,1 | 50 Kte | 70 | 10 | 70 | 6,0 Kte [ 70 | 1,0 | 0,1 | 6,0 Kt | 1,0 | 10 | 0,3 | 3,0
k 0 0 2 0 k 0 0 7 0 k 0 0 0 0 k 0 0 4 0 k 0 0 3 0
K.fi 70 | 80 | 1,0 | 6,0 K.fi 70 | 60 | 10| 6,0 K.fi 60 (01| 10| 01 K.fi 70 | 70 | 1,0 | 6,0 K.fi 03 [ 30|10 03
n 0 0 0 0 n 0 0 0 0 n 0 4 0 7 n 0 0 0 0 n 3 0 0 3
kpu [ 01 |01 |01 | 1,0 kpu | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 1,0 kpu | 60 |01 | 60 | 1,0 kpu | 50 | 021 |01 ]| 1,0 kpu | 03 | 0,3 | 3,0 | 1,0
b 4 4 6 0 b 5 0 7 0 b 0 7 0 0 b 0 7 7 0 b 3 3 0 0
Jum | 16, | 9,2 | 1,4 | 21, Jum | 15, | 7,3 | 14 | 16, Jum | 20, | 1,4 | 14, | 7.3 Jum | 20, | 83 | 14 | 13, Jum | 26 | 53| 73| 73
lah 14 6 2 00 lah 25 4 8 00 lah 00 5 17 3 lah 00 1 5 20 lah 7 3 3 3
Responden 6 Responden 7 Responden 8 Responden 9 Responden 10
c Ka | Kt | Kf | Kp c Ka | Kt | Kf | Kp c Ka | Kt | Kf | Kp c Ka | Kt | Kf | Kp c Ka | Kt | Kf | Kp
dm ek in ub dm ek in ub dm ek in ub dm ek in ub dm ek in ub
Kad | 1,0 | 0,3 | 20 | 0,2 Kad | 1,0 | 50 | 50 | 3,0 Kad | 10 | 02 | 01 | 01 Kad | 1,0 | 03 |02 | 05 Kad | 10 | 02 | 03 | 0,3
m 0 3 0 5 m 0 0 0 0 m 0 0 7 4 m 0 3 5 0 m 0 5 3 3
Kte | 30 | 1,0 | 30 | 05 Kte | 02 | 10 |03 | 03 Kte | 50 | 1,0 | 1,0 | 0,2 Kte | 30 | 1,0 | 0,2 | 0,2 Kte | 40 [ 10|02 | 03
k 0 0 0 0 k 0 0 3 3 k 0 0 0 0 k 0 0 0 0 k 0 0 0 3
K.fi 05 |03 |10 | 02 K.fi 02 |30 10| 30 K.fi 6,0 [ 1,0 | 1,0 | 8,0 K.fi 40 | 50 | 1,0 | 3,0 K.fi 30 | 50 | 10| 4,0
n 0 3 0 5 n 0 0 0 0 n 0 0 0 0 n 0 0 0 0 n 0 0 0 0
kpu | 40 | 20 | 40 | 1,0 kpu | 03 | 30 | 0,3 | 1,0 kpu | 70 |50 | 01 | 1,0 kpu | 20 | 50 | 0,3 | 1,0 kpu | 30 | 30| 02 | 1,0
b 0 0 0 0 b 3 0 3 0 b 0 0 3 0 b 0 0 3 0 b 0 0 5 0
Jum | 85 | 36 | 10, | 2,0 Jum | 1,7 | 12, | 66 | 7,3 Jum | 19, [ 72 | 22 | 93 Jum | 10, | 11, | 1,7 | 47 Jum | 11, | 92 | 1,7 | 56
lah 0 7 00 0 lah 3 00 7 3 lah 00 0 9 4 lah 00 33 8 0 lah 00 5 8 7
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Hasil Kali Matriks Perbandingan Berpasangan Normalisasi
Cc K.adm | Kitek | K.fin | K.pub C K.adm | Kite | K.fin | K.pub C K.adm | K.tek | K.fin | K.pub | Jumlfih PV
K 0,0445
Kad | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 Kadm | 1,00 | 0,06 | 0,12 | 0,47 || Kadm | 003 | 001 | 008 | 0,06 0,1¢ 5
m K.tek 0,61 | 0,21 | 0,09 0,20 1,04 0,2502
K.tek | 98784, | 1,00 | 0,00 | 8,40 K.tek | 17,73 | 1,00 | 0,13 | 1,70 06106
00 K.fin 0,29 | 0,83 | 0,70 0,63 2,44 ’5
K.fin | 4939,2 | 3600, | 1,00 | 864,0 K.fin 8,38 | 7,75 | 1,00 | 542 0.0945
0 00 0 K.pub 0,07 | 0,06 | 0,13 0,12 0,34 '9
k.pub | 19,60 | 0,12 | 0,00 | 1,00 kpub | 2,10 | 0,58 | 0,18 | 1,00 Fomla
Juml | 10374 | 3601, | 1,00 | 873,4 | [Jumla | 29,22 | 9,39 | 1,43 | 8,60 h 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 4,00
ah 3,80 12 5 h
Matriks Perbandingan
C K.adm K.tek | K.fin | K.pub PV HK HK/PV
K.adm 1,00 0,06 0,12 0,47 0,04 0,1705 4,2625
K.tek 17,73 1,00 0,13 1,70 0,25 1,1915 4,766
K.fin 8,39 7,75 1,00 5,42 0,61 3,3709 5,52607
K.pub 2,10 0,58 0,18 1,00 0,09 0,4288 4,76444
Jumlah 29,22 9,39 1,43 8,59
Imax 4,829753 _Apax— M Cl
cl 0,28 T CR=—
’ 1.98(n—2 =
RI 0,9 RI: - (?? ‘-’)
CR 0,31 n
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Kriteria terhadap Subkriteria

Responden 1

Responden 2

Responden 3

Kriteria Administrasi

Kriteria Teknis

Kriteria Administrasi

Kriteria Teknis

Kriteria Administrasi

Kriteria Teknis

Otorit Imp Daya Otorit Imp Daya Otorit Imp Daya
as ) Efektiv | Saing as ) Efektiv | Saing as ) Efektiv | Saing
s¢ peme Rzgiul sC itas Komo sC peme Rggiul =0 itas Komo =0 peme R:giul sC itas Komo
rintah ditas rintah ditas rintah ditas
Otorit Otorit Otorit
a3 | 900 | 7,00 Bfektiv | 100 | 014 & | 100 | 0,14 Bfektiv | 100 | 017 a3 | 100 | 017 Bfektiv | 190 | 0417
pemer itas pemer itas pemer itas
intah intah intah
g B oo
Rzgiul 0,14 1,00 Komod 7,00 1,00 Rzgiul 7,00 1,00 Komod 6,00 1,00 R:giul 6,00 1,00 Komod 6,00 1,00
itas itas itas

Kriteria Kel. Ekonomi

Kriteria Kepentingan Publik

Kriteria Kel. Ekonomi

Kriteria Kel. Ekonomi

dan Finansial dan Finansial Kriteria Kepentingan Publik dan Finansial Kriteria Kepentingan Publik
Pemer Pemer Pemer
Efisie Pzrtﬁ? Keseia ataan Efisie PZ?;? Keseia ataan Efisie P:?;: Keseia ataan
sc nsi | P sc 131 pemb. sc nsi | P sc 131 pemb. sc nsi | P sc 121 pemb.
- Daera hteraan . Daera hteraan . Daera hteraan
Biaya h Ekon Biaya h Ekon Biaya h Ekon
omi omi omi
Efisie Keseia Efisie e Efisie Keseia
nsi | 1,00 | 800 ! 1,00 | 7,00 nsi | 1,00 | 6,00 ! 1,00 | 0,20 nsi | 1,00 | 7,00 ! 1,00 | 6,00
. hteraan 2 hteraan . hteraan
Biaya Biaya Biaya
Penda Pemera Penda Pemera Penda Pemera
atan taan patan taan patan taan
P 0,13 1,00 Pemb. 0,14 1,00 0,17 1,00 Pemb. 5,00 1,00 0,14 1,00 Pemb. 0,17 1,00
Daera Daera Daera
h Ekono h Ekono h Ekono
mi mi mi
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Responden 4

Responden 5

Responden 6

Kriteria Administrasi

Kriteria Teknis

Kriteria Administrasi

Kriteria Teknis

Kriteria Administrasi

Kriteria Teknis

Otorit Imp Daya Otorit Imp Daya Otorit Imp Daya
sc as Regul sc Ef_ektlv Saing sC as Regul sc Ef_ektlv Saing sC as Regul sc Ef_ektlv Saing
peme asi itas Komo peme as] itas Komo peme asi itas Komo
rintah ditas rintah ditas rintah ditas
Otorit Otorit Otorit
& | 100 | 014 Brektiv | 300 | 017 8 | 100 | 020 Brektiv | 300 | 300 3 | 100 | 0,14 Bfektiv | 100 | 400
pemer itas pemer itas pemer itas
intah intah intah
Imp. Sang Imp. Sang Imp. Sang
Reg_ul 7,00 1,00 Komod 6,00 1,00 Reg.ul 5,00 1,00 Komod 0,33 1,00 Reg_ul 7,00 1,00 Komod 0,25 1,00
asl . asl . asl .
itas itas itas

Kriteria Kel. Ekonomi

Kriteria Kepentingan Publik

Kriteria Kel. Ekonomi

Kriteria Kepentingan Publik

Kriteria Kel. Ekonomi

dan Finansial dan Finansial dan Finansial Kriteria Kepentingan Publik
Pemer Pemer Pemer
Efisie Pz?:na Keseia ataan Efisie Pi?:r? Keseia ataan Efisie P:?;: Keseia ataan
sc nsi | P sc 121 pemb. sc nsi | P sc 131 pemb. sc nsi | P sc 121 pemb.
. Daera hteraan - Daera hteraan E Daera hteraan
Biaya h Ekon Biaya h Ekon Biaya h Ekon
omi omi omi
Efisie Keseia Efisie Keseia Efisie Keseia
nsi | 1,00 | 7,00 ) 100 | 017 nsi | 1,00 | 500 ! 1,00 | 300 nsi | 1,00 | 017 ) 100 | 014
. hteraan - hteraan - hteraan
Biaya Biaya Biaya
Penda Pemera Penda Pemera Penda Pemera
atan taan patan — patan taan
P 0,14 1,00 Pemb. 6,00 1,00 0,20 1,00 Pemb. 0,33 1,00 6,00 1,00 Pemb. 7,00 1,00
Daera Daera Daera
h Ekono h Ekono h Ekono
mi mi mi
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Responden 7

Responden 8

Responden 9

Responden 10

Kriteria I . Kriteria A - Kriteria - . Kriteria - .
Administrasi Kriteria Teknis Administrasi Kriteria Teknis Administrasi Kriteria Teknis Administrasi Kriteria Teknis
E D E D E D E D
SC Ot Imp SC P a SC Ot Imp SC P 3 SC Ot Imp SC P a SC Ot | Imp SC P a
1, | 5 1, | 7, 10 1, | 3, 10 05 1, | O,
Ot 1,00 | 0,20 Ef 0|0 Ot 1,00 | 1,00 Ef 0|0 Ot O 0,20 Ef 0|0 Ot 0 0 Ef 0| 2
0|0 0|0 0|O0 0|0
0, | 1, 0, | 1, 50 0, | 1, 20 10 5 |1,
Im | 5,00 | 1,00 Da 24 | {0 Imp | 1,00 | 1,00 Da 110 Imp 0 1,00 Da 310 Imp 0 0 Da 0|0
oON | 10 4 10 310 0|0

Kriteria Kel. Kriteria Kriteria Kel. Kriteria Kriteria Kel. Kriteria Kriteria Kel. Kriteria
Ekonomi dan Kepentingan Ekonomi dan Kepentingan Ekonomi dan Kepentingan Ekonomi dan Kepentingan
Finansial Publik Finansial Publik Finansial Publik Finansial Publik

D E E E|D
SC Ot Imp SC f A SC Ot Imp SC f a SC Ot Imp SC f a SC Ot Imp SC f a
1, | 5, 1, |7, 10 1, | 4 10 05 1, ] 1
Ef 1,00 | 0,25 Kes 0|o0 Ef 1,00 | 7,00 Kes 01O Ef 0 0,25 Kes 0|0 Ef 0 0 Kes 0|0
0|0 0] 0 0|0 0|0
0, | 1, 0, | 1, 40 0, | 1, 20 10 1, |1,
Da | 4,00 | 1,00 Pem 210 Da | 0,14 | 1,00 Pem 110 Da 0 1,00 Pem 210 Da 0 0 Pem 0|0
0|o0 4 |0 510 0|0
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Hasil Kali

Matriks Perbandingan Berpasangan

Kriteria Administrasi

Kriteria Teknis

Kriteria Administrasi

Kriteria Teknis

Otoritas Imp. . Daya Saing Otoritas Imp. . Daya Saing
s¢ pemerintah Regulasi sc =SS Komoditas &L pemerintah Regulasi sc Efektivitas Komoditas
Otoritas gl Otoritas L
pemerintah 1,000000 0,000014 Efektivitas 1,000000 0,166667 pemerintah 1,000000 0,003689 Efektivitas 1,00 0,41
Imp. 73500 | 1,000000 DayaSaing | ¢ 500000 | 1,000000 Imp. | 571108834 | 1,000000 Dayafly 2,45 1,00
Regulasi Komoditas Regulasi Komoditas
Jumlah 73501,00 1,00 Jumlah 7,00 1,17 Jumlah 272,108834 | 1,003689 Jumlah 3,45 1,41
Kriteria Kel. Ekonomi dan Finansial Kriteria Kepentingan Publik Kriteria Kel. Ekonomi dan Finansial Kriteria Kepentingan Publik
Efisiensi Pendapatan Remerataan Efisiensi Pendapatan Pemerataan
SC - P SC Kesejahteraan Pemb. SC : P SC Kesejahteraan Pemb.
Biaya Daerah . Biaya Daerah .
Ekonomi Ekonomi
Efisiensi |4 500000 | 428750000 | | \ocoianteraan | 1,000000 84,000 EliSEnsi 1,00 2071 Kesejahteraan 1,00 9,17
Biaya Biaya
Pendanatan Pemerataan Pendanatan Pemerataan
P 0,002332 1,000000 Pemb. 0,011905 1,000000 P 0,05 1,00 Pemb. 0,11 1,00
Daerah - Daerah .
Ekonomi Ekonomi
Jumlah 1,00 429,75 Jumlah 1,01 85,00 Jumlah 1,05 21,71 Jumlah 1,11 10,17
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Normalisasi

Kriteria Administrasi

Kriteria Teknis

Otoritas Efek Daya
SC pemerint Imp. - Juml PV SC tivit Saing o PV
Regulasi ah : ah
ah as Komoditas
Otoritas 0,00367 0,00 | 0,00 I,
pemerintah 5 0,003675 7350 | 3675 Efektivitas | 0,29 0,29 0,58 | 0,2899
Daya
Imp. 0,99632 1,99 | 0,99 :
Regulasi 5 0,996325 2650 | 6325 Salng 0,71 0,71 1,42 | 0,7101
Komoditas
2,00
Jumlah 1,00 1,00 0000 Jumlah 1,00 1,00 2,00
Kriteria Kel. Ekonomi dan Finansial Kriteria Kepentingan Publik
Efisiensi Pendapat Juml Kese | Pemerataa Juml
SC Biava an ah PV SC jahte n Pemb. ah PV
Y Daerah raan Ekonomi
. 0,95 .
Ef|_5|enS| 095 095 191 | 3930 Kesejahter 0,90 0,90 1,80 0,9016
Biaya aan 2
382
0,04 Pemerataa
Pendapata | g 005 | 0,09 | 6069 nPemb. | 010 | 010 | o020 | 909883
n Daerah . 8
618 Ekonomi
Jumlah 1,00 1,00 2,00 Jumlah 1,00 1,00 2,00
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Matriks Berpasangan

Kriteria Administrasi

Kriteria Teknis

sC Oto Imp. PV HK HK/PV sc Efek | Daya PV HK HK/PV
Oto 1,00 0,003 0,003 0,007 2,00 Efek 1,00 0,41 0,2899 | 0,58 2,00
Imp. 271,10 1,00 0,99 1,99 2 Daya 2,45 1,00 0,7101 | 1,42 2,000208076
Juml 272,10 1,003 Jumlah 3,45 1,41
ah
Imax | 2,000060 Imax 2,002
244 24955
4
Cl 0,000062 Cl 0,002
44 2496
RI 0 RI 0
CR 0,000000 CR 0,000
000
Kriteria Kel. Ekonomi dan Kriteria Kepentingan
Finansial Publik
SC Efis Pend PV HK HK/PV SC Kese Pem PV HK HK/PV
Efi 1,00 20,71 0,95 1,90 2,00 Kese 1,00 9,17 0,90 1,80 2,000528824
Pend 0,05 1,00 0,04 0,09 2,03 Pem 0,11 1,00 0,09 0,19 2,008166857
Juml 1,05 21,71 Jumlah 1,11 10,17
ah
Imax | 2,017746 Imax 2,004
827 34784
1
Cl 0,017746 Cl 0,004
827 3478
RI 0 RI 0
CR 0,000000 CR 0,000
000
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PRIORITY VECTOR

. .. . K.Finansia
Sub Kiriteria K.Administrati . .
terhadap Kriteria f PV K. Tieknis PV | & . PV K.Publik PV
Ekonomi
C PV 0,04 0,25 0,61 0,09
Adml?lstratl 0210 Orto 0,003675 0,0(;014 Efek 0,283897 0,02247 Efi | 095393038 0,588189 Kes 0,9071624 0,0%114
Teknis 0,2 Imp 0,096325 0,03985 | Day | 0,710102 | 0,17752 | Pen 0,04606962 0,02810 | Pe | 0,098375 | 0,00885
5 3 a 1 6 d 2 m 3 4
Ekonomi 0.6
dan 1
Finansial
Kepentingan | 0,0
Publik 9
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Alternatif terhadap Subkriteria
Responden 1
Otoritas Pemerintah Implementasi Regulasi Efektivitas Daya Saing Komoditas
Kerjasa F‘engyat Pelayan Kerjasa Pengyat Pelayan Kerjasa Pengt_Jat Pelayan Kerjasa Pengyat Pelayan
ma an Fis. ma an Fis. ma an Fis. ma an Fis.
ALT an ALT an ALT an ALT an
Antar dan Publik Antar dan publik Antar dan publik Antar dan publik
Daerah Mon. Daerah Mon. Daerah Mon. Daerah Mon.
Kerjasa Kerjasa Kerjasa Kerjasa
ma ma ma ma
Antar 1 7 6 Antar 1,00 9,00 7,00 Antar 1,00 8,00 7,00 At 1,00 7,00 7,00
Daerah Daerah Daerah Daerah
Penguat Penguat Penguat Penguat
anFis. | 914 1 7 anFis. | 911 | 100 | 800 anFis. 1 912 | 100 | 700 anFis. | 014 | 100 | 800
dan dan dan dan
Mon. Mon. Mon. Mon.
Pelayan Pelayan Pelayan Pelayan
an 0,16 0,14 1 an 0,14 0,12 1,00 an 0,14 0,14 1,00 an 0,14 0,12 1,00
Publik Publik Publik Publik
Efisiensi Biaya Pendapatan Daerah Kesejahteraan Pemerataan Pembangunan Ekonomi
Kerjasa Pengyat Pelayan Kerjasa Penggat Pelayan Kerjasa Penggat Pelayan Kerjasa Pengyat Pelayan
ma an Fis. ma an Fis. ma an Fis. ma an Fis.
ALT an ALT an ALT an ALT an
Antar dan Publik Antar dan Publik Antar dan Publik Antar dan Publik
Daerah Mon. Daerah Mon. Daerah Mon. Daerah Mon.
Kerjasa Kerjasa Kerjasa Kerjasa
ma ma ma ma
Antar 1 8 6 Antar 1,00 9,00 8,00 T 1,00 7,00 8,00 Antar 1,00 8,00 8,00
Daerah Daerah Daerah Daerah
Penguat Penguat Penguat Penguat
anFis. | 412 1 0,12 anFis. |93 1,00 0,12 anfFis | 014 1,00 0,12 anFis | 012 1,00 0,14
dan dan dan dan
Mon. Mon. Mon. Mon.
Pelayan Pelayan Pelayan Pelayan
an 0,16 8 1 an 0,12 8,00 1,00 an 0,12 8,00 1,00 an 0,12 7,00 1,00
Publik Publik Publik Publik
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Responden 2

Otoritas Pemerintah Implementasi Regulasi Efektivitas Daya Saing Komoditas
Kerjasa F‘engyat Pelayan Kerjasa Pengyat Pelayan Kerjasa Pengt_Jat Pelayan Kerjasa Pengyat Pelayan
ma an Fis. ma an Fis. ma an Fis. ma an Fis.
ALT an ALT an ALT an ALT an
Antar dan Publik Antar dan Publik Antar dan Publik Antar dan Publik
Daerah Mon. u Daerah Mon. U Daerah Mon. U Daerah Mon. u
Kerjasa Kerjasa Kerjasa Kerjasa
ma ma ma ma
Antar 1,00 1,00 6,00 Antar 1,00 1,00 6,00 Antar 1,00 7,00 7,00 Antar 1,00 6,00 6,00
Daerah Daerah Daerah Daerah
Penguat Penguat Penguat Penguat
anFis- | 100 | 100 | 016 anFis- 1 900 | 100 | 700 anFis. 1 o014 | 100 | o016 anFis. | 916 | 100 | 700
dan dan dan dan
Mon. Mon. Mon. Mon.
Pelayan Pelayan Pelayan Pelayan
an 0,16 6,00 1,00 an 0,16 0,14 1,00 an 0,14 6,00 1,00 an 0,16 0,14 1,00
Publik Publik Publik Publik
Efisiensi Biaya Pendapatan Daerah Kesejahteraan Pemerataan Pembangunan Ekonomi
Kerjasa Pengyat Pelayan Kerjasa Penggat Pelayan Kerjasa Penggat Pelayan Kerjasa Pengyat Pelayan
ma an Fis. ma an Fis. ma an Fis. ma an Fis.
ALT an ALT an ALT an ALT an
Antar dan Publik Antar dan Publik Antar dan Publik Antar dan Publik
Daerah Mon. Daerah Mon. Daerah Mon. Daerah Mon.
Kerjasa Kerjasa Kerjasa Kerjasa
ma ma ma ma
Antar 1,00 6,00 6,00 Antar 1,00 7,00 6,00 N 1,00 7,00 8,00 Ab 1,00 7,00 6,00
Daerah Daerah Daerah Daerah
Penguat Penguat Penguat Penguat
anFis. | 416 1,00 6,00 anFis. 1 414 1,00 0,14 anfFis. | 014 1,00 0,14 anFis. | 014 1,00 7,00
dan dan dan dan
Mon. Mon. Mon. Mon.
Pelayan Pelayan Pelayan Pelayan
an 0,16 0,16 1,00 an 0,16 7,00 1,00 an 0,12 7,00 1,00 an 0,16 0,14 1,00
Publik Publik Publik Publik
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Responden 3

Otoritas Pemerintah Implementasi Regulasi Efektivitas Daya Saing Komoditas
Kerjasa F‘engyat Pelayan Kerjasa Pengyat Pelayan Kerjasa Pengt_Jat Pelayan Kerjasa Pengyat Pelayan
ma an Fis. ma an Fis. ma an Fis. ma an Fis.
ALT an ALT an ALT an ALT an
Antar dan Publik Antar dan Publik Antar dan Publik Antar dan Publik
Daerah Mon. u Daerah Mon. U Daerah Mon. U Daerah Mon. u
Kerjasa Kerjasa Kerjasa Kerjasa
ma ma ma ma
Antar 1,00 0,16 7,00 Antar 1,00 7,00 7,00 Antar 1,00 7,00 6,00 Antar 1,00 7,00 5,00
Daerah Daerah Daerah Daerah
Penguat Penguat Penguat Penguat
anFis. 1 600 | 100 | 600 anFis. 1 014 | 100 | 016 anFis | 014 | 100 | o014 anFis 1 014 | 100 | o044
dan dan dan dan
Mon. Mon. Mon. Mon.
Pelayan Pelayan Pelayan Pelayan
an 0,14 0,16 1,00 an 0,14 6,00 1,00 an 0,16 7,00 1,00 an 0,20 7,00 1,00
Publik Publik Publik Publik
Efisiensi Biaya Pendapatan Daerah Kesejahteraan Pemerataan Pembangunan Ekonomi
Kerjasa Pengyat Pelayan Kerjasa Penggat Pelayan Kerjasa Penggat Pelayan Kerjasa Pengyat Pelayan
ma an Fis. ma an Fis. ma an Fis. ma an Fis.
ALT an ALT an ALT an ALT an
Antar dan Publik Antar dan Publik Antar dan Publik Antar dan Publik
Daerah Mon. Daerah Mon. Daerah Mon. Daerah Mon.
Kerjasa Kerjasa Kerjasa Kerjasa
ma ma ma ma
Antar 1,00 6,00 6,00 Antar 1,00 6,00 5,00 N 1,00 7,00 0,14 Ab 1,00 7,00 7,00
Daerah Daerah Daerah Daerah
Penguat Penguat Penguat Penguat
anFis. | 416 1,00 0,14 anFis. 1 416 1,00 0,14 anfFis. | 014 1,00 0,14 anFis. | 014 1,00 0,14
dan dan dan dan
Mon. Mon. Mon. Mon.
Pelayan Pelayan Pelayan Pelayan
an 0,16 7,00 1,00 an 0,20 7,00 1,00 an 7,00 7,00 1,00 an 0,14 7,00 1,00
Publik Publik Publik Publik
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Responden 4

Otoritas Pemerintah Implementasi Regulasi Efektivitas Daya Saing Komoditas
Kerjasa F‘engyat Pelayan Kerjasa Pengyat Pelayan Kerjasa Pengt_Jat Pelayan Kerjasa Pengyat Pelayan
ma an Fis. ma an Fis. ma an Fis. ma an Fis.
ALT an ALT an ALT an ALT an
Antar dan Publik Antar dan Publik Antar dan Publik Antar dan Publik
Daerah Mon. u Daerah Mon. U Daerah Mon. U Daerah Mon. u
Kerjasa Kerjasa Kerjasa Kerjasa
ma ma ma ma
Antar 1,00 6,00 7,00 Antar 1,00 8,00 6,00 Antar 1,00 7,00 8,00 Antar 1,00 7,00 6,00
Daerah Daerah Daerah Daerah
Penguat Penguat Penguat Penguat
anFis. | 516 1,00 | 016 anFis. | 912 1,00 7,00 anFis. | 514 100 | 0,14 anFis. 1 014 1,00 0,14
dan dan dan dan
Mon. Mon. Mon. Mon.
Pelayan Pelayan Pelayan Pelayan
an 0,14 6,00 1,00 an 0,16 0,14 1,00 an 0,12 7,00 1,00 an 0,16 7,00 1,00
Publik Publik Publik Publik
Efisiensi Biaya Pendapatan Daerah Kesejahteraan Pemerataan Pembangunan Ekonomi
Kerjasa Pengyat Pelayan Kerjasa Penggat Pelayan Kerjasa Penggat Pelayan Kerjasa Pengyat Pelayan
ma an Fis. ma an Fis. ma an Fis. ma an Fis.
ALT an ALT an ALT an ALT an
Antar dan Publik Antar dan Publik Antar dan Publik Antar dan Publik
Daerah Mon. Daerah Mon. Daerah Mon. Daerah Mon.
Kerjasa Kerjasa Kerjasa Kerjasa
ma ma ma ma
Antar 1,00 7,00 8,00 Antar 1,00 8,00 7,00 N 1,00 8,00 7,00 Ab 1,00 7,00 7,00
Daerah Daerah Daerah Daerah
Penguat Penguat Penguat Penguat
anFis. 1 414 1,00 012 anFis. | 12 1,00 0,12 NN @32 1,00 8,00 anFis. | 014 1,00 0,14
dan dan dan dan
Mon. Mon. Mon. Mon.
Pelayan Pelayan Pelayan Pelayan
an 0,12 8,00 1,00 an 0,14 8,00 1,00 an 0,14 0,12 1,00 an 0,14 7,00 1,00
Publik Publik Publik Publik
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Responden 5
Otoritas Pemerintah Implementasi Regulasi Efektivitas Daya Saing Komoditas
ALT Kerjasa | Penguat | Pelayan ALT Kerjasa | Penguat | Pelayan ALT Kerjasa | Penguat | Pelayan ALT Kerjasa | Penguat | Pelayan
ma an Fis. an ma an Fis. an ma an Fis. an ma an Fis. an
Antar dan Publik Antar dan Publik Antar dan Publik Antar dan Publik
Daerah Mon. Daerah Mon. Daerah Mon. Daerah Mon.
Kerjasa 1,00 9,00 0,20 Kerjasa 1,00 7,00 0,20 Kerjasa 1,00 7,00 0,14 Kerjasa 1,00 7,00 0,20
ma ma ma ma
Antar Antar Antar Antar
Daerah Daerah Daerah Daerah
Penguat 0,11 1,00 0,14 Penguat 0,14 1,00 0,14 Penguat 0,14 1,00 0,14 Penguat 0,14 1,00 0,14
an Fis. an Fis. an Fis. an Fis.
dan dan dan dan
Mon. Mon. Mon. Mon.
Pelayan 5,00 7,00 1,00 Pelayan 5,00 7,00 1,00 Pelayan 7,00 7,00 1,00 Pelayan 5,00 7,00 1,00
an an an an
Publik Publik Publik Publik
Efisiensi Biaya Pendapatan Daerah Kesejahteraan Pemerataan Pembangunan Ekonomi
ALT Kerjasa | Penguat | Pelayan ALT Kerjasa | Penguat | Pelayan ALT Kerjasa | Penguat | Pelayan ALT Kerjasa | Penguat | Pelayan
ma an Fis. an ma an Fis. an ma an Fis. an ma an Fis. an
Antar dan Publik Antar dan Publik Antar dan Publik Antar dan Publik
Daerah Mon. Daerah Mon. Daerah Mon. Daerah Mon.
Kerjasa 1,00 7,00 0,20 Kerjasa 1,00 5,00 0,33 Kerjasa 1,00 7,00 0,20 Kerjasa 1,00 7,00 0,20
ma ma ma ma
Antar Antar Antar Antar
Daerah Daerah Daerah Daerah
Penguat 0,14 1,00 0,14 Penguat 0,20 1,00 0,33 Penguat 0,14 1,00 0,14 Penguat 0,14 1,00 0,11
an Fis. an Fis. an Fis. an Fis.
dan dan dan dan
Mon. Mon. Mon. Mon.
Pelayan 5,00 7,00 1,00 Pelayan 3,00 3,00 1,00 Pelayan 5,00 7,00 1,00 Pelayan 5,00 9,00 1,00
an an an an
Publik Publik Publik Publik
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Responden 6

Otoritas Pemerintah Implementasi Regulasi Efektivitas Daya Saing Komoditas
Kerjasa F‘engyat Pelayan Kerjasa Pengyat Pelayan Kerjasa Pengt_Jat Pelayan Kerjasa Pengyat Pelayan
ma an Fis. ma an Fis. ma an Fis. ma an Fis.
ALT an ALT an ALT an ALT an
Antar dan Publik Antar dan Publik Antar dan Publik Antar dan Publik
Daerah Mon. u Daerah Mon. u Daerah Mon. u Daerah Mon. u
Kerjasa Kerjasa Kerjasa Kerjasa
ma ma ma ma
Antar 1 0,25 0,2 Antar 1,00 0,20 0,12 Antar 1,00 0,25 0,14 Antar 1,00 0,50 0,25
Daerah Daerah Daerah Daerah
Penguat Penguat Penguat Penguat
an Fis. 4 1 0,16 anFis. | 500 | 100 | o014 anFis. 1 400 | 100 | o012 anFis. | 200 | 100 | 020
dan dan dan dan
Mon. Mon. Mon. Mon.
Pelayan Pelayan Pelayan Pelayan
an 5 6 1 an 8,00 7,00 1,00 an 7,00 8,00 1,00 an 4,00 5,00 1,00
Publik Publik Publik Publik
Efisiensi Biaya Pendapatan Daerah Kesejahteraan Pemerataan Pembangunan Ekonomi
Kerjasa Pengyat Pelayan Kerjasa Penggat Pelayan Kerjasa Penggat Pelayan Kerjasa Pengyat Pelayan
ma an Fis. ma an Fis. ma an Fis. ma an Fis.
ALT an ALT an ALT an ALT an
Antar dan Publik Antar dan Publik Antar dan Publik Antar dan Publik
Daerah Mon. Daerah Mon. Daerah Mon. Daerah Mon.
Kerjasa Kerjasa Kerjasa Kerjasa
ma ma ma ma
Antar 1 1 0,14 Antar 1,00 0,25 0,14 Antar 1,00 0,25 0,14 Antar 1,00 0,25 0,14
Daerah Daerah Daerah Daerah
Penguat Penguat Penguat Penguat
an Fis. 1 1 0,14 an Ris. 4,00 1,00 0,14 g 4,00 1,00 0,14 g Fis. 4,00 1,00 0,14
dan dan dan dan
Mon. Mon. Mon. Mon.
Pelayan Pelayan Pelayan Pelayan
an 7 7 1 an 7,00 7,00 1,00 an 7,00 7,00 1,00 an 7,00 7,00 1,00
Publik Publik Publik Publik
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Responden 7
Otoritas Pemerintah Implementasi Regulasi Efektivitas Daya Saing Komoditas
ALT Kerjasa | Penguat | Pelayan ALT Kerjasa | Penguat | Pelayan ALT Kerjasa | Penguat | Pelayan ALT Kerjasa | Penguat | Pelayan
ma an Fis. an ma an Fis. an ma an Fis. an ma an Fis. an
Antar dan Publik Antar dan Publik Antar dan Publik Antar dan Publik
Daerah Mon. Daerah Mon. Daerah Mon. Daerah Mon.
Kerjasa 1,00 0,33 3,00 Kerjasa 1,00 3,00 3,00 Kerjasa 1,00 3,00 3,00 Kerjasa 1,00 3,00 3,00
ma ma ma ma
Antar Antar Antar Antar
Daerah Daerah Daerah Daerah
Penguat 3,00 1,00 3,00 Penguat 0,33 1,00 1,00 Penguat 0,33 1,00 0,50 Penguat 0,33 1,00 2,00
an Fis. an Fis. an Fis. an Fis.
dan dan dan dan
Mon. Mon. Mon. Mon.
Pelayan 0,33 0,33 1,00 Pelayan 0,33 1,00 1,00 Pelayan 0,33 2,00 1,00 Pelayan 0,33 0,50 1,00
an an an an
Publik Publik Publik Publik
Efisiensi Biaya Pendapatan Daerah Kesejahteraan Pemerataan Pembangunan Ekonomi
ALT Kerjasa | Penguat | Pelayan ALT Kerjasa | Penguat | Pelayan ALT Kerjasa | Penguat | Pelayan ALT Kerjasa | Penguat | Pelayan
ma an Fis. an ma an Fis. an ma an Fis. an ma an Fis. an
Antar dan Publik Antar dan Publik Antar dan Publik Antar dan Publik
Daerah Mon. Daerah Mon. Daerah Mon. Daerah Mon.
Kerjasa 1,00 5,00 5,00 Kerjasa 1,00 0,33 3,00 Kerjasa 1,00 0,33 0,33 Kerjasa 1,00 3,00 3,00
ma ma ma ma
Antar Antar Antar Antar
Daerah Daerah Daerah Daerah
Penguat 0,20 1,00 3,00 Penguat 3,00 1,00 2,00 Penguat 3,00 1,00 0,33 Penguat 0,33 1,00 3,00
an Fis. an Fis. an Fis. an Fis.
dan dan dan dan
Mon. Mon. Mon. Mon.
Pelayan 0,20 0,33 1,00 Pelayan 0,33 0,50 1,00 Pelayan 3,00 3,00 1,00 Pelayan 0,33 0,33 1,00
an an an an
Publik Publik Publik Publik
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Responden 8
Otoritas Pemerintah Implementasi Regulasi Efektivitas Daya Saing Komoditas
Kerjasa | Penguat Kerjasa | Penguat Kerjasa | Penguat Kerjasa | Penguat
ma an Fis. Pelayan ma an Fis. Pelaigl ma an Fis. PElaydy ma an Fis. Pelayan
ALT an ALT an ALT an ALT an
Antar dan Publik Antar dan Publik Antar dan publik Antar dan publik
Daerah Mon. Daerah Mon. Daerah Mon. Daerah Mon.
Kerjasa Kerjasa Kerjasa Kerjasa
ma ma ma ma
Antar 1,00 4,00 5,00 Antar 1,00 3,00 3,00 Antar 1,00 0,25 0,25 Antar 1,00 0,25 0,20
Daerah Daerah Daerah Daerah
Penguat Penguat Penguat Penguat
anFis. | g5 1,00 5,00 anFis. 1 33 1,00 4,00 anFis. | 400 1,00 0,25 anFis. 1 400 1,00 3,00
dan dan dan dan
Mon. Mon. Mon. Mon.
Pelayan Pelayan Pelayan Pelayan
an 0,20 0,20 1,00 an 0,33 0,25 1,00 an 4,00 4,00 1,00 an 5,00 0,33 1,00
Publik Publik Publik Publik
Efisiensi Biaya Pendapatan Daerah Kesejahteraan Pemerataan Pembangunan Ekonomi
Kerjasa Pengyat Pelayan Kerjasa Pengyat Pelayan Kerjasa Penggat Pelayan Kerjasa Pengyat Pelayan
ma an Fis. ma an Fis. ma an Fis. ma an Fis.
ALT an ALT an ALT an ALT an
Antar dan Publik Antar dan Publik Antar dan Publik Antar dan Publik
Daerah Mon. Daerah Mon. Daerah Mon. Daerah Mon.
Kerjasa Kerjasa Kerjasa Kerjasa
ma ma ma ma
Antar 1,00 2,00 4,00 Antar 1,00 5,00 5,00 T 1,00 2,00 0,50 Antar 1,00 0,20 0,20
Daerah Daerah Daerah Daerah
Penguat Penguat Penguat Penguat
anFis. | 50 1,00 3,00 anFis. 1 920 1,00 4,00 anFis. | ¢ 59 1,00 2,00 anFis. 1 549 1,00 0,50
dan dan dan dan
Mon. Mon. Mon. Mon.
Pelayan Pelayan Pelayan Pelayan
an 0,25 0,33 1,00 an 0,20 0,25 1,00 an 2,00 0,50 1,00 an 5,00 2,00 1,00
Publik Publik Publik Publik
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Responden 9
Otoritas Pemerintah Implementasi Regulasi Efektivitas Daya Saing Komoditas
Kerjasa | Penguat Kerjasa | Penguat Kerjasa | Penguat Kerjasa | Penguat
ma an Fis. Pelayan ma an Fis. Pelaigl ma an Fis. Pelaydy ma an Fis. Pelayan
ALT an ALT an ALT an ALT an
Antar dan Publik Antar dan Publik Antar dan publik Antar dan publik
Daerah Mon. Daerah Mon. Daerah Mon. Daerah Mon.
Kerjasa Kerjasa Kerjasa Kerjasa
ma ma ma ma
Antar 1,00 0,33 0,50 Antar 1,00 0,25 0,25 Antar 1,00 2,00 4,00 Antar 1,00 2,00 2,00
Daerah Daerah Daerah Daerah
Penguat Penguat Penguat Penguat
anFis. 1 300 1,00 2,00 anFis 1 400 1,00 0,25 anFis. | 550 100 | 400 anFis. 1 050 1,00 0,33
dan dan dan dan
Mon. Mon. Mon. Mon.
Pelayan Pelayan Pelayan Pelayan
an 2,00 0,50 1,00 an 4,00 4,00 1,00 an 0,25 0,25 1,00 an 0,50 3,00 1,00
Publik Publik Publik Publik
Efisiensi Biaya Pendapatan Daerah Kesejahteraan Pemerataan Pembangunan Ekonomi
Kerjasa Pengyat Pelayan Kerjasa Pengyat Pelayan Kerjasa Penggat Pelayan Kerjasa Pengyat Pelayan
ma an Fis. ma an Fis. ma an Fis. ma an Fis.
ALT an ALT an ALT an ALT an
Antar dan Publik Antar dan Publik Antar dan Publik Antar dan Publik
Daerah Mon. Daerah Mon. Daerah Mon. Daerah Mon.
Kerjasa Kerjasa Kerjasa Kerjasa
ma ma ma ma
Antar 1,00 2,00 4,00 Antar 1,00 0,25 5,00 T 1,00 4,00 3,00 Antar 1,00 0,50 4,00
Daerah Daerah Daerah Daerah
Penguat Penguat Penguat Penguat
anFis. | 50 1,00 3,00 anFis. 1 400 1,00 0.33 anFis. | g5 1,00 025 anFis 1 500 1,00 025
dan dan dan dan
Mon. Mon. Mon. Mon.
Pelayan Pelayan Pelayan Pelayan
an 0,25 0,33 1,00 an 0,20 3,00 1,00 an 0,33 4,00 1,00 an 0,25 4,00 1,00
Publik Publik Publik Publik
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Responden 10
Otoritas Pemerintah Implementasi Regulasi Efektivitas Daya Saing Komoditas
Kerjasa | Penguat Kerjasa | Penguat Kerjasa | Penguat Kerjasa | Penguat
ma an Fis. Pelayan ma an Fis. Pelaigl ma an Fis. Pelaydy ma an Fis. Pelayan
ALT an ALT an ALT an ALT an
Antar dan Publik Antar dan Publik Antar dan publik Antar dan publik
Daerah Mon. Daerah Mon. Daerah Mon. Daerah Mon.
Kerjasa Kerjasa Kerjasa Kerjasa
ma ma ma ma
Antar 1,00 5,00 5,00 Antar 1,00 5,00 3,00 Antar 1,00 0,33 0,25 Antar 1,00 0,33 2,00
Daerah Daerah Daerah Daerah
Penguat Penguat Penguat Penguat
anFis. | 420 1,00 5,00 anFis. 1420 1,00 4,00 anFis. | 300 1,00 0,25 anFis. 1 300 1,00 3,00
dan dan dan dan
Mon. Mon. Mon. Mon.
Pelayan Pelayan Pelayan Pelayan
an 0,20 0,20 1,00 an 0,33 0,25 1,00 an 4,00 4,00 1,00 an 0,50 0,33 1,00
Publik Publik Publik Publik
Efisiensi Biaya Pendapatan Daerah Kesejahteraan Pemerataan Pembangunan Ekonomi
Kerjasa Pengyat Pelayan Kerjasa Pengyat Pelayan Kerjasa Penggat Pelayan Kerjasa Pengyat Pelayan
ma an Fis. ma an Fis. ma an Fis. ma an Fis.
ALT an ALT an ALT an ALT an
Antar dan Publik Antar dan Publik Antar dan Publik Antar dan Publik
Daerah Mon. Daerah Mon. Daerah Mon. Daerah Mon.
Kerjasa Kerjasa Kerjasa Kerjasa
ma ma ma ma
Antar 1,00 3,00 3,00 Antar 1,00 0,50 4,00 T 1,00 0,33 0,50 Antar 1,00 0,33 0,25
Daerah Daerah Daerah Daerah
Penguat Penguat Penguat Penguat
anFis. | ¢33 1,00 3,00 anFis. 1 500 1,00 0,33 anFis | 300 1,00 0,33 anFis 1 300 1,00 0,20
dan dan dan dan
Mon. Mon. Mon. Mon.
Pelayan Pelayan Pelayan Pelayan
an 0,33 0,33 1,00 an 0,25 3,00 1,00 an 2,00 3,00 1,00 an 4,00 5,00 1,00
Publik Publik Publik Publik
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Hasil Kali

Otoritas Pemerintah Implementasi Regulasi Efektivitas Daya Saing Komoditas
Keg:sa Penngtijsata Pelayan Kaer:{:s Penguata Pelayana Kaer:{:s Penguata Pelaya K:r:{:s Penngl::ta Pelayan
ALT Antar dan Puabr:ik ALl Antar 4 I':\;Isc.)r:ian n Publik ] Antar L I':\;Is;r?an szﬂk ALT Antar dan Pu?lik
Daerah Mon. Daerah ) Daerah ) Daerah Mon.
Kerjasa Kerjas Kerjas Kerjas
ma 1 32,9313 2646 ama 1,0000 | 7938,000 | 285,7680 ama 1,0000 | 2376,990 | 34,574 ama 1,0000 | 3565,48 | 151,200
Antar 6 Antar 00 000 00 Antar 00 000 400 Antar 00 5000 000
Daerah Daerah Daerah Daerah
Pengua Pengua Pengua Pengua
tan Fis. | 0,02661 3,61267 tan Fis. | 0,0001 tan Fis. | 0,0003 0,0000 tan Fis. | 0,0002 | 1,00000 | 0,18255
dan 12 ! 2 dan 13 [ | F 217248 dan 65 Ml GE° | Ve dan 43 0 3
Mon. Mon. Mon. Mon.
Pelaya | 00033 | 022353 Pelaya | 5008 Pelaya | 1243 | 18439,68 | 1,0000 Pelaya | 5059 | 470644 | 1,00000
nan 1162 408 1 nan 85 0,172872 1,000000 nan 40 0000 00 nan 14 0 0
Publik Publik Publik Publik
Efisiensi Biaya Pendapatan Daerah Kesejahteraan Pemerataan Pembangunan Ekonomi
Kerggsa Penngli]:ta Pelayan K:r:{:s Penguata Pelavana Kaer:{:s Penguata Pelaya K:nrq]:s Penngtijsata Pelayan
ALT ' an ALT n Fis. dan var ALT n Fis. dan nan ALT ' an
Antar dan Publik Antar Mon n Publik Antar Mon Publik Antar dan Publik
Daerah Mon. Daerah ) Daerah i Daerah Mon.
Kerjasa Kerjas Kerjas Kerjas
ma 11612,1 ama 1,0000 | 779,6250 23284,80 ama ama
Antar 1 846720 6 Antar 00 00 0000 Antar 1,00 4183,50 0,43 Antar 1,00 475,40 39,51
Daerah Daerah Daerah Daerah
Pengua Pengua Pengua Pengua
tan Fis. 9,93485 0,01920 tan Fis. | 0,0011 tan Fis. tan Fis.
dan E-07 1 361 . 35 1,000000 | 0,000011 dan 0,00 1,00 0,00 dan 0,00 1,00 0,00
Mon. Mon. Mon. Mon.
Pelaya Pelaya Pelaya Pelaya
nan 729(?53 2 413273 3 1 nan 0’%200 74833600 1,000000 nan 1,96 41489,28 1,00 nan 0,02 39933 3.4 1,00
Publik Publik Publik Publik
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Matriks Perbandingan Berpasangan

Otoritas Pemerintah Implementasi Regulasi Efektivitas Daya Saing Komoditas
Kerjasam | Penguata | Pelayan g Penggat Pelayan Rerjasa Pengl.]at Pelayan Kerjasa Pengyat Pelayan
. ma an Fis. ma an Fis. ma an Fis.
ALT a Antar n Fis. dan an ALT an ALT an ALT an
Daerah Mon Publik Anar | dan g Anar | dan i Antar | dan g
) u Daerah Mon. i Daerah Mon. u Daerah Mon. u
Kerjasa Kerjasa Kerjasa Kerjasa
ma 1 3,205308 | 13,8313 ma 1,00000 | 19,9481 | 6,58675 ma 1,00000 | 13,3457 | 3,2577 ma 1,00000 | 15,2770 | 5,3274
Antar 896 09 Antar 0 99 0 Antar 0 34 53 Antar 0 51 24
Daerah Daerah Daerah Daerah
Penguat Penguat Penguat Penguat
an Fis. 0,298553 1 1,53441 anFis. | 0,04830 | 1,00000 | 1,70049 anFis. | 0,07147 | 1,00000 | 0,0358 an Fis. 0,06243 | 1,00000 | 0,5672
dan 032 5 dan 3 0 0 dan 3 0 56 dan 7 0 78
Mon. Mon. Mon. Mon.
Pelayan | 0069185 | 0,606896 ) Pelayan | 0,14235 | 055706 | 100000 | | PE'Y°" | 028080 | 264190 | 1,000 Pelavan 1 018083 | 167583 | 1,0000
Publik 22 428 Publik o g 0 Publik ! 86 00 Publik 6 3 00
Jumlah 1,367738 | 4,812205 | 16,3657 Jumlah 1,19066 | 21,5052 | 9,28724 Jumlah 1,36128 | 40,7648 | 4,2936 Jumlah 1,24327 | 17,9528 | 6,8947
252 324 24 2 67 0 0 20 10 3 85 02
Efisiensi Biaya Pendapatan Daerah Kesejahteraan Pemerataan Pembangunan Ekonomi
Kerjasam Penguata | Pelayan Sella=a Penggat Pelayan j€aa Penggat Pelayan Kerjasa Penggat Pelayan
. ma an Fis. ma an Fis. ma an Fis.
ALT a Antar n Fis. dan an ALT an ALT an ALT an
Daerah Mon Publik Antar | dan g Antar | dan g i Antar | dan g i
) Daerah Mon. Daerah Mon. Daerah Mon.
Kerjasa Kerjasa Kerjasa Kerjasa
ma 1 94,60482 | 22,6449 ma 1,00000 | 9,20368 | 28,5555 ma 1,00000 | 16,1131 | 0,7574 ma 1,00000 | 7,80463 | 3,4060
Antar 196 31 Antar 0 9 70 Antar 0 34 95 Antar 0 2 33
Daerah Daerah Daerah Daerah
Penguat Penguat Penguat Penguat
an Fis. 0,009978 1 0.26779 an Fis. 0,10432 | 1,00000 | 0,02248 an Fis. 0,05919 | 1,00000 | 0,0271 an Fis. 0,12221 | 1,00000 | 0,0280
dan 235 ' dan 4 0 0 dan 7 0 81 dan 6 0 99
Mon. Mon. Mon. Mon.
Pe':%’a” 0041401 | 3,466436 1 Pe';‘%’a” 0,03339 | 42,0000 | 1,00000 Pe':a’a” 1,25059 | 34,6187 | 1,0000 Pe':%’a” 0,27906 | 34,1805 | 1,0000
Publik 022 738 Publik 9 00 4 Publik ! o7 o9 Publik 4 37 00
Jumlah 1,051379 99,07125 | 23,9127 Jumlah 1,13772 | 52,2036 | 29,5780 Jumlah 2,30979 | 51,7319 | 1,7846 Jumlah 1,40128 | 42,9851 | 4,4341
257 869 21 3 89 50 4 30 76 0 69 32
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Normalisasi
Otoritas Pemerintah Implementasi Regulasi Efektivitas Daya Saing Komoditas
. . Pengu : Pengu - Pengu
Keg:sa P:nng?st Pelaya Kaeg:s atan Pelaya Kaer:{:s atan Pelaya K;rgzs atan Pelaya
ALT ’ nan PV ALT Fis. nan PV ALT Fis. nan PV ALT Fis. nan
Antar dan o ik ANt | gen | publik Antar | en | publik Antar | gan | publik
Daerah Mon. Daerah Mon. Daerah Mon. Daerah Mon.
Kerjas Kerjas Kerjas Kerjas
ama 0,73113 | 0,66607 | 0,8451 | 0,747 ama 0,8398 | 0,9275 | 0,7092 | 0,825 ama 0,7346 | 0,3273 | 0,7587 | 0,606 ama 0,8043 | 0,8509 | 0,7726
Antar 4045 8997 388 451 Antar 69 96 26 564 Antar 03 84 45 910 Antar 29 52 84
Daerah Daerah Daerah Daerah
Pengu Pengu Pengu Pengu
""th‘sn 021828 | 0,20780 | 0,0937 | 0,173 athS” 0,0405 | 0,0465 | 0,1831 | 0,090 aFti” 0,0525 | 0,0245 | 0,0083 | 0,028 aFti” 0,0502 | 0,0557 | 0,0822
: 2286 4932 578 282 ) 68 00 00 056 ) 04 31 51 462 " 20 01 77
dan dan dan dan
Mon. Mon. Mon. Mon.
Pf]'aaga 0,05058 | 012611 | 0,0611 | 0,079 Piﬁ‘rﬁ’a 0,1195 | 0,0259 | 0,1076 | 0,084 Pf]'::a 02128 | 06480 | 02329 | 0,364 Pi':r{a 0,1454 | 0,0933 | 0,1450
Publik 3669 6071 033 268 publik 63 04 75 381 Publik 93 85 04 628 Publik 51 46 39
1,0000 | 1,0000 | 1,0000 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 1,0000 | 1,0000 | 1,0000
Jumlah 1 1 1 Jumlah 00 00 00 Jumlah 00 00 00 Jumlah 00 00 00
Efisiensi Biaya Pendapatan Daerah Kesejahteraan Pemerataan Pembangunan Ekonomi
. - Pengu n Pengu : Pengu
Kerg:sa P;nngli]:t Pelaya K;r:{:s atan Pelaya Kaer:{:s atan Pelaya K:nrq]:s atan Pelaya
ALT ' nan PV ALT Fis. nan PV ALT Fis. nan PV ALT Fis. nan
Antar dan . Antar R Antar . Antar .
Publik dan Publik dan Publik dan Publik
Daerah Mon. Daerah Daerah Daerah
Mon. Mon. Mon.
Kerjas Kerjas Kerjas Kerjas
ama 0,95113 0,95491 | 0,9469 | 0,951 ama 0,8789 | 0,1763 | 0,9654 | 0,673 ama 0,4329 | 0,3114 | 0,4244 | 0,389 ama 0,7136 | 0,1815 | 0,7681
Antar 1566 6928 826 01 Antar 49 03 31 561 Antar 39 74 44 619 Antar 33 66 40
Daerah Daerah Daerah Daerah
Pengu Pengu Pengu Pengu
""‘:t;’sn 0,00949 | 0,01009 | 0,0111 | 0,010 athS” 0,0916 | 0,0191 | 0,0007 | 0,037 z"ths” 0,0256 | 0,0193 | 0,0152 | 0,020 aths” 0,0872 | 0,0232 | 0,0063
: 0615 3745 986 261 ) 95 56 60 204 : 29 30 30 063 ) 18 64 37
dan dan dan dan
Mon. Mon. Mon. Mon.
Pf}'{;’%’a 0,03937 | 0,03498 | 0,0418 | 0,038 Pf}fg’a 0,0293 | 0,8045 | 0,0338 | 0,289 Pf]':a’a 05414 | 0,6691 | 0,5603 | 0,590 Pf]':%’a 0,1991 | 0,7951 | 0,2255
Publik 7819 9328 187 729 Publik 56 41 09 235 Publik 32 96 26 318 Publik 49 70 23
1,0000 | 1,0000 | 1,0000 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 1,0000 | 1,0000 | 1,0000
Jumlah 1 1 1 Jumlah 00 00 00 Jumlah 00 00 00 Jumlah 00 00 00

116


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Matriks Berpasangan

Otoritas Pemerintah

Implementasi Regulasi

Kerjasama Penguatan Kerjasama | Penguata
ALT Antar Fis. dan Eﬂ?ﬁﬂf PV HK HK/PV ALT Antar n Fis. dan Ei‘iﬁﬂf PV HK HK/PV
Daerah Mon. Daerah Mon.
Kerjasam Kerjasam
a Antar 1 3,20530889 | 13,83130 | 0,74745 | 2,39924780 | 3,2099080 A Antar 1,000000 19,94819 6.586750 0,82556352 | 3,17781110 | 3,8492629
6 9 1 5 8 9 1 5 9
Daerah Daerah
Penguata Penguata
n Fis. dan 0,29855303 1 1,534415 0,17328 | 0,51806486 | 2,9897265 n Fis. dan 0,048303 1,000000 | 1,700490 0,09005595 | 0,27342123 | 3,0361260
2 2 7 7 6 6 9
Mon. Mon.
Pelayapa 0,06918522 0,60689642 1 0,07926 | 0,23614425 | 2,9790734 Pelayapa 0,142359 0,557068 | 1,000000 0,08438052 | 0,25207448 | 2,9873539
n Publik 8 8 9 7 n Publik 3 8 3
Jumlah 1,367273825 4,81250532 16,32572 bdHn 1,190662 21,5;)526 9,287240
LMAX 3,059356937 LMAX 3,29031433
cl 0,02978468 cl 0,14545716
7 7
RI 0,0 RI 0,0
CR 0,0 CR 0,0
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Efektivitas Daya Saing Komoditas
Kerjasama Penguata Kerjasama | Penguata
ALT Antar n Fis. dan Eel'fl‘ﬁﬂf PV HK HK/PV ALT Antar n Fis. dan Ei‘:‘ﬁﬂf PV HK HK/PV
Daerah Mon. Daerah Mon.
Kerjasam Kerjasam
aAntar | 1,000000 | 1334573 | 3957753 | 0606910 | 5746035, | 358310484 aAntar | 1,000000 | 227705 | 5397494 | 08093216 | 24493150 | 4 1eqg
4 4 2 1 4 9
Daerah Daerah
Penguata 0,08491362 GEn 0,1858452 | 2,96248
nFis.dan | 0071473 | 1,000000 | 0035856 | 0028462 | - 2,98340348 nFis.dan | 0062437 | 1,000000 | 0567278 | 0,0627329 | ) i
Mon. Mon.
Pelayana 26,41908 0,364627 | 1,29245455 | 3,54458759 Pelayana 0,1279454 | 0,3794295 | 2,96555
e | 0,289807 s 1,000000 s A\ 3 oone | 0180836 | 1675833 | 1,000000 5 3 ;
Jumlah | 1,361280 40’73482 4,293610 Jumlah | 1,243273 17'955288 6,804702
LMAX 3’370636530 LMAX | 298480725
0,18518265 3
cl 3 Gl 0,00759638
RI 0 RI 0
CR 0 CR 0
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Efisiensi Biaya

Pendapatan Daerah

Kerjasama Penguatan Pelavana Kerjasama | Penguata Pelavana
ALT Antar Fis. dan IS {)Iik PV HK HK/PV ALT Antar n Fis. nep ’E)“k PV HK HK/PV
Daerah Mon. u Daerah dan Mon. u
Kerjasam Kerjasam
a Antar 1 94,6048219 | 22,64493 095101 2,79875761 | 2,94293069 a Antar 1,000000 9,203689 28,55557 | 0,67356107 | 9,27524818 | 13,770463
6 1 1 9 0 9 4 4
Daerah Daerah
Penguata Penguata
N Fis. dan 0,00997823 1 026779 0,01026 | 0,03012154 | 2,93553688 n Fis. dan 0,104324 1,000000 | 0,022480 0,03720374 | 0,11397430 | 3,0635172
5 1 4 9 3 9 8
Mon. Mon.
Pelayana | 0,04140102 | 3,46643673 0,03872 | 0,11367053 | 2,93505183 | Pelayana 42,00000 0,28923517 | 1,87428851 | 6,4801540
n Publik 2 8 . 9 9 9 npublik | 0033399 0 —— 8 2 6
Jumlah 1,05137925 | 99,0712586 | 23,91272 Jumlah 1137723 52,20368 | 29,57805
7 9 1 9 0
LMAX 2,937;53980 LMAX 7,77137824
cl 0,03108009 cl 2'38558912
6
RI 0 RI 0
CR 0 CR 0

119


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Kesejahteraan

Pemerataan Pembangunan Ekonomi

Kerjasama Penguata Pelavana Kerjasama | Penguata Pelavana
ALT Antar n Fis. dan npu{)"k PV HK HK/PV ALT Antar n Fis. dan npu{)"k PV HK HK/PV
Daerah Mon. Daerah Mon.
Kerjasam Kerjasam
aAntar | 1,000000 16'11313 0,757495 0'383618 1'160f6“9 2,97742519 aAntar | 1,00000 | 7,804632 | 3406033 0'554f4625 2*24‘;2962 4*0‘;601
Daerah Daerah
Penguata Penguata
nFis.dan | 0059197 | 1,000000 | 0,027181 0'023063 0'059717273 2'949633215 nFis.dan | 0122216 | 1,000000 | 0,028099 0*038193949 0,1181273 3*035361
Mon. Mon.
Pelayana | 4 pcocon | 3461879 | | oo | o sggarg | 177213437 | 3,00199964 Pelayana | yog0ss | 3418053 | | o000 | 0,40661425 | 18923126 | 465382
n Publik 7 1 4 n Publik 7 8 9 8
Jumlah | 2,309794 51’73193 1,784676 Jumlah | 1,401280 42'998516 4434132
LMAX | 2,97625233 LMAX 3'9121505
cl 0,01187383 cl 0'45595752
5
RI 0 RI 0
CR 0 CR 0
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Perhitungan Akhir

Kelayakan Administratif Kelayakan Teknis Kelayak'fir;fnléci)gloml 2 Kepentingan Publik
otori | ] i S i b Priority
toritas Implementasi . Daya Saing Efisiensi Pendapatan - Pemerataan Pemb. Ranking
Pemerintah Regulasi SRR Komoditas Biaya Daerah Resejahtelagl Ekonomi
0,000147 0,039853 0,072474 0,177526 0,581898 0,028102 0,081146 0,008854
Kerja Sama
0,74745063 0,825563521 0,60691038 0,80932164 0,95101 0,67356108 0,389618921 0,554446251 0,829516
Antar Daerah
Penguatan Fis.
Dan Mon 0,17328169 0,090055956 0,028462 0,0627329 0,010261 0,03720374 0,020063097 0,038939491 0,025803
Pelayanan Publik 0,07926769 0,084380523 0,36462762 0,12794546 0,038729 0,28923518 0,590317982 0,406614258 0,13468
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